


















A. Latar Belakang Masalah 
Ajaran agama Islam disyariatkan Allah untuk memelihara lima hal 
pokok, yaitu agama, jiwa, akal, harta serta kehormatan/keturunan manusia. Setiap 
usaha untuk mendukung terpeliharanya dan berkembangnya secara positif hal-hal 
tersebut, pasti didukung pula oleh Islam. Sebaliknya demikian, setiap langkah 
dapat mengarah kepada terabainya kemaslahatan salah satu dari lima hal di atas, 
Islam pun pasti melarangnya. 
Raga manusia adalah anugerah Allah yang harus dipelihara, bahkan tidak 
dapat diperjualbelikan. Menurut Nabi Muhammad saw ; 
ﹾﻥِﺈﹶﻓ َﻚِﺟْﻭَﺰِﻟ َﻚْﻴﹶﻠَﻋ ﺎﱠﻘَﺣ ْﻭَﺰِﻟَﻭِﺭَﻙ َﻋﹶﻠْﻴَﻚ َﺣًّﻘﺎ َﻭِﻟَﺠَﺴِﺪَﻙ َﻋﹶﻠْﻴَﻚ  
Artinya : 
“Sesungguhnya jasadmu,-dalam riwayat  lain badanmu- memiliki hak atas 
dirimu” (HR. Bukha>ri Dan Muslim melalui Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-Ash)1 
 
 
Sejak dahulu manusia, memiliki perhatian yang besar terhadap Olahraga. 
Banyak Olahraga yang mereka kenal, seperti renang, menunggang kuda, lomba 
lari, lompat jauh.  
                                                 






Setelah datangnya Islam, agama ini tidak mengabaikan aspek jasmani. 
Tidak seperti beberapa agama lain yang menekankan masalah ibadah dan hidup 
zuhud secara berlebihan. Agama-agama tersebut membenarkannya menyakiti 
tubuhnya demi mencapai keluhuran jiwa, sebagaimana kita temui dalam ajaran 
agama Brahmana Hindu, ajaran para ahli hikmah di Yunani, serta para rahib 
dalam tradisi Nasrani. Islam memperhatikan segala aspek yang ada dalam diri 
manusia, jasmani dan rohaninya, akal dan perasaanya. Semua itu dibutuhkan 
secara konferensif sehingga manusia bisa melaksanakan kewajiban-kewajibanya 
dalam beribadah kepada Allah SWT menjadi khalifah di muka bumi, serta 
membangun bumi ini secara benar dan adil2. Sebagaimana dalam firman Allah 
dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 30 : 
ﻭ ﻲِّﻧِﺇ ِﺔﹶﻜِﺋﻼَﻤﹾﻠِﻟ َﻚُّﺑَﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹾﺫِﺇَ ُﻚِﻔْﺴَﻳَﻭ ﺎَﻬﻴِﻓ ُﺪِﺴﹾﻔُﻳ ْﻦَﻣ ﺎَﻬﻴِﻓ ﹸﻞَﻌْﺠَﺗﹶﺃ ﺍﻮﹸﻟﺎﹶﻗ ﹰﺔﹶﻔﻴِﻠَﺧ ِﺽْﺭﻷﺍ ﻲِﻓ ﹲﻞِﻋﺎَﺟ
ﹶﻥﻮُﻤﹶﻠْﻌَﺗ ﻻ ﺎَﻣ ُﻢﹶﻠْﻋﹶﺃ ﻲِّﻧِﺇ ﹶﻝﺎﹶﻗ َﻚﹶﻟ ُﺱِّﺪﹶﻘُﻧَﻭ َﻙِﺪْﻤَﺤِﺑ ُﺢِّﺒَﺴُﻧ ُﻦْﺤَﻧَﻭ َﺀﺎَﻣِّﺪﻟﺍ  
Artinya 
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa 
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Al-Baqarah:30) 
 
Tujuan pembangunan nasional di antaranya memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.3 Untuk mencapai tersebut di 
                                                 
2 Yusuf Al-Qardawi, Fikih Hiburan, h.79 






perlukan modal yang memadai. Salah satu modal yang harus dimiliki untuk 
tujuan mewujudkan tujuan pembangunan nasional diatas adalah kesehatan, 
karena tampak kesehatan yang memadai dari rakyat adalah mustahil untuk 
mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut. Untuk mewujudkan 
kesehatan tersebut salah satunya adalah dengan Olahraga.4 Menurut Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem ke Olahragaan nasional, Olahraga 
dibedakan menjadi 5 kelompok di antaranya adalah:5 
1. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang 
dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan 
berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, 
kesehatan, dan kebugaran jasmani. 
2. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan 
kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, 
dan kegembiraan. 
3. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan 
olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui 
kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan 
teknologi keolahragaan. 
                                                 
4 Olah raga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta 
mengembangkan potensi jasmani, dan Nasionalis. Undang-Undang system ke Olahragaan nasional, 
Sinar Grafika, Jakarat, 2006, h. 3 






4. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau 
kegemaran berolahraga. 
5. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh 
pendapatan 
Serta diantara kelima kelompok Olahraga tersebut, yang dapat dijadikan 
tumpuan untuk mendapatkan penghasilan adalah Olahraga professional. Tak 
jarang para Olahragawan dari kelompok Olahraga yang lain tertarik untuk 
berpindah jalur ke jalur Olahraga Professional. Memang dalam kenyataan 
penghasilan yang diperoleh dari jenjang Olahraga Professional akan berbanding 
lurus dengan prestasi yang diraih oleh atlet itu sendiri. 
Ancaman cedera jika Atlet berkarir dijenjang Professional tidak 
menghalangi Atlet untuk terus berkarir dengan alasan sebagai sumber 
penghasilan. Tidak jarang pula cidera yang dialami oleh Atlet Olahraga 
Professional tersebut bukan hanya cidera ringan, tetapi juga berat dan tak jarang 
pula yang berujung kepada kematian. 
Salah satu cabang Olahraga Professional adalah Olahraga tinju, sebagai 
Olahraga yang tergolong keras, cabang Olahraga tinju sangat rentan terhadap 
cedera, meskipun sudah dibentengin dengan aturan pertandingan yang ketat, 
cedera pada  Olahraga tinju Professional masih saja bisa terjadi. Tercatat dari 






dunia akibat bertanding dan 9 orang mengalami cidera berat, mulai dari geger 
otak ringan sampai kerusakan jaringan sel otak permanent.6 
Lebih memprihatikan lagi dari kematian 15 orang atlet tinju Professional 
Indonesia tersebut hingga kini belum ada yang diproses secara hukum.7  
Untuk penjelasan yang lebih terperinci, kasus kematian petinju akibat bertanding 
digambarkan dalam bentuk table di bawah ini : 
Table Kematian Petinju Di Indonesia 
No              Korban               Lawan     Tahun            Kota  
1 Bonggok kendi  Bisenti santoso  1990 Bontang 
2 Yance semagun Mahmud  1993 Jakarta  
3 Akbar maulana  Budiarso  1995  Jakarta  
4 Dipo saloko  Roy saragih  2000 Jakarta  
5 Bayu yong iray  Herianto kalam  2000 Belawan  
6 Jhon namlitu  Hasan purba  2001 Bekasi  
7 M. alfarisi  Khong tawat ora  2001 Cibinung 
8 Doni maramis  Steven kalalo 2001 Manado  
9 Johanes pranciscus Slamet nizar  2003 Jakarta  
10 Mula sinaga  Ashan tourino  2003 Medan  
11 Antonius moses  Kaichon poravin  2004 Jakarta  
12 Jack ryan  Samsul hidayat  2004 Purwokerto  
13 Hendrik bira  Mones arepas  2005  Jakarta  
14 Padly kasim  Jibril soamole 2006 Manado  




Dalam pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman diatur bahwasanya, Hakim wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
                                                 
6 http//search.jawapos.com/indeks.php?act=detail-s&f-sarch=fadly%20kasim&id231884 .25 
Mei 2009 (12:30:15) 






Sudah saatnya pihak kepolisian turun tangan karena ini merupakan kematian 
petinju yang kesekian kalinya, tanpa ada penyelesaian dan dikhawatirkan kalau 
Polisi tidak bertindak akan muncul korban berikutnya dibawah naungan KTI 
Pusat, serta menyelidiki siapa saja yang harus bertanggungjawab baik itu 
Manajer, Dokter ring, Inspektur pertandingan serta petinju lawan. 
Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya mengadung 
makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah 
dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di 
dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Dalam arti secara objektif 
si pelaku telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang atau melawan 
hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si 
pelaku patut dicela atau dipermasalahkan atau dipertanggungjawabkan atas 
tindakan pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana. Pengertian 
subjek tindak pidana meliputi 2 hal, yaitu  
1. Siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku delik)8 
2. Siapa yang dapat mempertanggung jawabkan.  
Hal ini bergantung dari cara atau sistem pertanggungjawaban pidana 
yang diperintahkan oleh Undang–undang. Disini perlu dibedakan antara istilah 
tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai ancaman yang 
                                                 






berupa pidana tertentu. Tindak pidana lebih khusus kepada perbuatan, (yaitu 
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang). Dalam 
tindak pidana ada dua keadaan konkrit : 
1. Pertama : adanya kejadian tertentu  
2. Kedua ; adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian tertentu. 
Sedangkan pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dilakukanya 
perbuatan pidana saja disamping itu harus ada kesalahan. Jadi orang dapat 
dikenakan ancaman pidana tidak hanya karena tindak pidananya saja melainkan 
juga karena adanya kesalahan. 
Pertangungjawaban tersebut sehingga dimungkinkan karena sipelaku alpa 
atau lalai dalam kewajiban-kewajibanya yang oleh masyarakat dipandang 
sepatunya dijalankan olehnya sehingga karenanya masyarakat dirugikan. 
Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam pertanggungjawaban adalah 
pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan 
yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui 
maksud dan akibat  dari perbuatanya itu. 
Pertanggung jawaban didasarkan kepada tiga hal 9: 
1. Adanya perbuatan yang dilarang.  
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.  
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan tersebut. 
                                                 






Jadi, apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula 
pertanggungjawaban, sedangkan faktor – faktor  yang mengakibatkan adanya 
pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat yaitu mengerjakan 
perbuatan yang dilarang oleh syara’ atau sebaliknya meninggalkan apa yang 
diperintahkan oleh syara’. Untuk adanya pertanggungjawaban ini masih 
memerlukan dua syarat lagi yaitu adanya idrak dan ikhtiar. Pertanggungjawaban 
pidana dalam Islam bertingkat-tingkat disesuaikan dengan niat si pelaku dengan 
demikian maka, pertanggungjawaban itu juga bisa berubah-ubah tergantung niat 
dari si pelaku yaitu bisa sengaja, menyerupai sengaja, keliru, dan yang 
disamakan dengan keliru.  
Dan yang terpenting dalam  perbuatan yang berkaitan dengan jarimah itu 
ada tiga macam, pemisahan disini dimaksud agar dapat menentukan siapa 
pelaku yang harus bertanggungjawab yang berkaitan dengan jarimah dan 
hubunganya dengan pertanggungjawaban pidana.10 
1. Perbuatan langsung ( )ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ  
2. Perbuatan sebab  )ﺐﺒﺴﻟﺍ(  
3.  Perbuatan syarat.  )ﻁﺮﺸﻟﺍ(  
Dari ketiga bagian di atas hanya satu jarimah yang tidak dikenakan 
pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan syarat selama perbuatan tersebut 
                                                 






tidak bermaksud turut serta, memudahkan untuk terlaksananya jarimah. 
Sedangkan yang dua lainnya akan dikenakan pertanggungjawaban atas 
perbutanya dikarenakan mengandung illa>t atau sebab terjadinya jarimah.   
Kalau dilihat dari pengertian diatas tentang pertanggungjawaban 
menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam dihubungkan dengan kasus kematian 
petinju akibat bertanding, memang tidak ada pasal dalam KUHP maupun 
aturan-aturan dalam Hukum Pidana Islam tentang ancaman hukuman yang 
ditetapkan. ini dikarenakan tidak samanya pengertian pertanggungjawaban 
pidana baik itu menurut KUHP dan juga  pertanggungjawaban menurut Hukum 
Pidana Islam, yang di sesuaikan dengan tingkatannya. 
Semisal pembunuhan sebagai suatu tindak pidana dalam KUHP diancam 
dengan pasal 338-350. Hukuman penjara 5 tahun sampai hukuman seumur 
hidup dan hukuman mati. Dan begitu juga ancaman hukuman pembunuhan 
dalam Hukum Pidana Islam dengan hukuman qisos sampai membayar diyat.  
Walaupun tidak ada ketetapan hukum baik itu dalam KUHP dan Hukum 
Pidana Islam dikaitkan dengan kasus matinya petinju akibat bertanding, apabila 
perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa  manusia  tetap harus ada yang 
bertanggungjawab. Ini sesuai dengan Al-Quran dalam Surat Al Isra’ ayat 33.  








“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan allah 
membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar.11  
 
Dengan demikian untuk suatu pertanggungjawaban pidana tidak harus 
dilakukannya tindak pidana saja, disamping itu harus ada kesalahan atau sikap 
batin yang dapat di cela. Dalam hal ini adakah kelalaian yang dilakukan oleh 
para penyelenggara pertandingan sehingga mereka dikenakan 
pertanggungjawaban pidana dalam kematian petinju berikut ini  
 Oleh karena itu penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul  
“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat kealpaan 
penyelenggara“(studi komparatif antara KUHP dan Hukum Pidana Islam )  
 
B. Rumusan Masalah 
Untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dari judul tersebut maka masalahnya dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat 
kealpaan penyelenggara menurut KUHP? 
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat  
kealpaan peyelenggara menurut Hukum Pidana Islam? 
3. Apakah persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap 
kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara menurut KUHP dan Hukum 
Pidana Islam?  
                                                 









C. Kajian pustaka 
Sepanjang pengetahuan penulis, karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi yang 
membahas mengenai kajian hukum Islam tentang pertanggung jawaban pidana 
terhadap kematian petinju akibat bertanding belum ada yang mengkajinya 
kendati demikian sebagai bahan perbandingan tedapat sebuah karya ilmiah yang 
berbetuk sebuah buku yang mengkaji tentang berbagai macam hiburan 
diantaranya permainan Olahraga termasuk di dalamnya adalah Olahraga tinju 
yang tergolong Olahraga extrem, yang di tulis oleh DR. Yusuf al-Qaradhwi. 
Yang diterbitkan oleh pustaka Al-kautsar pada bulan Desember 2005. Dalam 
karyanya yang berjudul fikih hiburan tersebut beliau menekankan : Pertama : 
Tujuan dari pada pendidikan jasmani yang dianjurkan oleh Islam. Kedua : 
Rambu-rambu Syariah bagi setiap Olahraga yang didasarkan oleh tujuan yang 
benar. 
Setelah melakukan pendekatan dari berbagai sumber beliau 
menyimpulkan, tujuan dari Olahraga jasmani dalam Islam, menjaga kesehatan, 
keselamatan, dan kebugaran tubuh.serta dalam konteks Olahraga di antara 
rambu-rambunya tidak sampai menghambur-hamburkan dan berlebih lebihan 
serta mengutamakan ”menjaga keselamatan diri” dalam kaidah Ushul fiqih 
sebagai salah satu dari hal pokok (Adh-Dhauriyat Al-Khamas). Dari hasil pokok 






terdapat aturan-aturan yang harus dilakukan dalam dunia Olahraga semisal 
Olahraga tinju, serta harus adanya suatu aturan yang harus diterapkan bagi 
orang-orang yang berkepentingan dalam Olahraga tersebut agar tidak terjadi hal-
hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Merujuk pada pertimbangan tersebut 
penelitian ini dibuat untuk menyajikan pokok bahasan mengenai. 
”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju akibat kealpaan 
penyelenggara ”(Studi Komparatif Antara KUHP Dan Hukum Pidana Islam)  
 
D. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat 
kealpaan penyelenggara menurut KUHP 
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kematian  petinju akibat 
kealpaan penyelenggara menurut Hukum pidana Islam 
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap 
kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara menurut KUHP dan Hukum 
Pidana Islam. 
 
E. Kegunaan hasil penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan 
hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 
1. Kegunaan teoritis 






b. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin 
berkembang. 
c. Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah 
diterima selama dibangku kuliah. 
2. Secara praktis,  
a. Dapat dijadikan bahan pedoman bagi penelitian selanjutnya bila 
kebetulan ada titik singgung dengan masalah ini. 
b. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan sekaligus 
sumbangsih kepada para pakar hukum, untuk dijadikan salah satu metode 
Ijtihad terhadap peristiwa yang muncul dan yang belum ada 
penyelesaianya hukumnya seperti  kasus kematian petinju  akibat 
bertanding 
 
F. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam 
memahami proposal ini, maka perlu di jelaskan terlebih dahulu beberapa istilah 
secara operasional sebagai  berikut : 
1. PertanggungJawaban pidana terhadap kematian petinju akibat bertanding: 
sesuai dengan judulnya ; Skripsi ini membahas penyelesaian proses pidana 
khususnya masalah pertanggungjawaban hukum secara pidana atas kematian 
petinju profesional akibat bertanding menurut KUHP dan hukum pidana 






diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas 
dilakukanya suatu tindak pidana tertentu.  
2. Hukum pidana Islam12; adalah aturan-aturan yang mengatur tentang 
perbuatan manusia yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan 
hukuman H{ad, atau ta’zir.  
 
G. Metode Penelitian 
1. Data yang di kumpulkan. 
Pendekatan yang di gunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan  
a) Data yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP 
b) Data yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana dalam Pidana 
Hukum Islam  
2. Sumber data 
Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data 
akan digali (diperoleh). Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil 
penelusuran melalui buku-buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Apabila dilihat dari segi pentingnya data, maka sumber data 
dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu; sumber data primer dan sumber 
data sekunder.  
a. Sumber Data Primer  
                                                 






1) Al-Quar’an. Dan Terjemahan Departemen Agama Republik 
Indonesia. 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) 
moeljatno, bumi aksara jakarta, 1996. 
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan 
Nasional. 
4) Undang-undang peraturan pemerintah No 18 tahun 1984 tentang 
olahraga profesional serta rules and regulations anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangga komisi tinju indonesia (KTI) 
b. Sumber Data sekunder 
yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang di ambil dari 
beberapa buku yang berhubungan dengan masalah penelitian  
1) Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana. 
2) Abdul Qodir Audah, Tasriy’ Al Jinai Al Islam,   
3) Ahmad Hanafi MA. Asas-asas Hukum Pidana Islam  
4) Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam 






3. Tehnik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan 
skripsi kali ini yaitu13 : 
a. Studi pustaka, yaitu menggali data dari bahan-bahan pustaka yang 
dijadikan panduan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap 
kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara. Jadi penulis mengkaji,  
mengambil, menulis tulisan karya-karya serta ide-ide yang telah ada. 
Selanjutnya disusun yang kemudian dilakukan analisa untuk memperoleh 
kesimpulan. 
4. Metode analisis data  
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik Komparatif yaitu penelitian ini berusaha mencari permasalahan 
dan perbedaan fenomena selanjutnya mencari arti atau manfaat dari 
persamaan dan perbedaan yang ada.14 Dalam hal ini akan membandingkan 
tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat 
kealpaan penyelenggara menurut hukum KUHP dan hukum pidana Islam, 
Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah deduktif yaitu cara berfikir yang 
dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kemudian 
mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.15 Setelah seluruh data berhasil 
                                                 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, h. 157, 160 
14 Ibid, h. 11 






dihimpun secara kualitatif maka data tersebut akan dianalisis secara  
komperatif analisis 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Penelitian ini di susun dengan sistematika bab perbab yang masing-
masing bab mengandung sub bab yang mana satu dan yang lainya memiliki 
hubungan yang erat. adapun struktur pembahasanya tersebut : 
Bab pertama Memuat Pendahuluan yang berisi tentang: latar Belakang 
masalah, Rumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunana 
hasil penelitian, Kajian pustaka, Definisi Operasional, Metode penelitian. 
Bab kedua Ketentuan umum tentang petinju dan pertandingan, pengertian 
dan sejarah petinju, kriteria petinju, penyelenggaraan pertandingan, pihak yang 
berperan dalam pertandingan, dan beberapa perbuatan yang mengakibatkan 
kematian, Arti pertanggungjawaban menurut hukum pidana Islam dan KUHP, arti 
kealpaan menurut hukum KUHP dan hukum pidana Islam 
Bab ketiga Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju 
Akibat Bertanding Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam 
Bab keempat adalah analisis perbandingan pertanggungjawaban pidana 
kematian seorang petinju saat bertanding menurut  KUHP, dan menurut hukum 
pidana Islam. 
Bab kelima Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-





TINJU DAN PERTANDINGAN 
 
A. Pengertian dan sejarah tinju. 
Kata Tinju adalah terjemahan dari kata Inggris "boxing" atau "Pugilism". 
Kata Pugilism berasal dari kata latin, pugilatus. pinjaman dari kata yunani 
Pugno, Pignis, Pugnare, yang menandakan segala sesuatu yang berbentuk kotak 
atau " Box " dalam bahasa Inggrisnya. Tinju Manusia yang mana apabila kalau 
terkepal akan  berbentuk seperti kotak. Kata Yunani pugno berarti tangan 
terkepal seperti  tinju, siap untuk pugnos, berkelahi, bertinju.16 
 
 Sejarah. 
Asal mula tinju sebagai Olahraga berangkat dari pertarungan adu budak 
di Amerika. Dua orang Negro diadu dalam lingkaran manusia hingga salah 
satunya ambruk. Kadang untuk mempersangar, tangan kedua petarung diberi 
pecahan beling. Otomatis darah lebih cepat mengalir dan sobekan daging 
terlempar kemana-mana. Jelas kepentingan atas pertarungan ini bukanlah untuk 
membuat kedua budak tadi sehat, tapi untuk berjudi. 
                                                 








Kini bertinju jauh lebih beradab. Peraturan demi peraturan dibuat. Ahli-
ahli medis juga dilibatkan untuk menyumbangkan saran tentang "Bertinju Yang 
Sehat". Akibatnya jumlah ronde diperkecil. Ketentuan TKO dan KO dipertajam. 
Wasit-wasit diatur kesehatan psikologisnya.17 
Pertandingan tinju yang pertama tercatat dalam sejarah adalah Rokky 
melawan Abel. Kitab mahabrata juga mencatat pertandingan-pertandingan tinju, 
hal mana mendahului pencatatan cerita-cerita perkelahian di antara bangsa 
Yunani, Romawi, dan Mesir. Petinju terkenal pertama berkebangsaan Yunani 
bernama Theagenes dari Thaos yang menjadi juara Olympic Games 450 Masehi. 
Ia melakukan pertandingan sebanyak 1.406 kali dengan menggunakan cetus 
sarung tinju yang terbuat dari besi. Kebanyakan dari lawan-lawan itu tewas 
ketika bertarung melawannya. 
Meskipun boxing terkenal berabad-abad lamanya sebagai suatu bentuk 
hiburan, namun seorang Inggris yang bernama James Ping adalah James 
Broughton, juara britania, yang juga merupakan orang pertama yang 
menggunakan sarung tinju. Peraturan dan sarung tinju ini di perkenalkan pada 
tanggal 10 Agustus 1973. 18 
  
 
B. Kriteria Petinju Saat Bertanding. 
                                                 
17 http://sports.groups.yahoo.com/group/tinju/message/615 30-10-2009  







Kriteria Olahragawan menurut pasal 1 angka 7 No 3 tahun 2005 undang–
undang keolahragaan adalah pengelohragaan yang mengikuti pelatihan secara 
teratur dan mencapai prestasi. Sedang mengenai hak dan kewajiban Olahragawan 
di atur dalam pasal 55 dan 57 undang-undang keolahragaan. Menurut pasal 57 
undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, yang 
mengatur tentang kewajiban seorang olahragawan dan petinju professional 
adalah 19: 
1. Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara kesatuan 
republik Indonesia. 
2. Mengedepankan sikap sportifitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. 
3. Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup. 
Ketentuan dalam PP 18/1984, Olahraga Profesional Nomor 18 Tahun 
1984 Pasal 4 : 20  
1. Untuk menjadi Olahragawan profesional, setiap Olahragawan wajib 
mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan. 
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan kepada 
olahragawan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  
a. Berusia 18 (delapan belas) tahun, dan setinggi-tingginya 28 (dua puluh 
delapan) tahun; 
                                                 
19 Departemen RI,Undang-undang Keolahragaan No 3 Tahun 2005, h.   






b. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter 
yang ditunjuk badan;  
c. Menjadi anggota perkumpulan organisasi induk keolahragaan amatir;   
d. Pernah mewakili indonesia dalam Olimpiade, pekan Olahraga asia, pekan 
Olahraga asia tenggara, atau menjadi juara nasional;  
e. Mendapat rekomendasi dari organisasi induk cabang keolahragaan. 
f. Badan berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) apabila Olahragawan profesional melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang 
melanggar kesusilaan, atau melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan peraturan Olahraga profesional.  
Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1985 telah menetapkan bahwa 
setiap petinju profesional harus melalui jenjang tinju amatir dan paling tidak 
mereka petinju terbaik diamatir pada kelasnya. 
Seorang petinju professional tergabung dalam suatu sasana berkewajiban 
berlatih setiap hari hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisiknya agar supaya 
tidak mengalami penurunan ketika akan bertanding. Petinju profesional juga 
harus berlatih secara intensif minimal tiga bulan sebelum diadakan 
pertandingan, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa petinju profesional yang 
akan bertanding benar-benar siap dari segi fisik maupun mental bertandingnya. 






sportif dalam artian dia harus memukul lawan didaerah legal yang 
diperbolehkan unuk dipukul dan tekhnik bertinju yang benar. 
 
C. Ketentuan penyelenggaraan pertandingan. 
Pengaturan secara khusus bidang keolahragaan di Indonesia di atur dalam 
undang-undang No 3 tahun 2003 tentang sistem keolahragaan nasional dan 
khusus untuk keolahragaan professional diatur dalam peraturan pemerintah 
Nomor 18 tahun 1984 tentang olahraga professional.21 
Dalam penyelengaraan sebuah pertandingan tinju professional ada 
beberapa tahapan yang harus dilalui.  
Pertama inisiatif22pengadaan pertandingan tinju professional berasal dari 
promotor tinju atau penyelenggara selaku penyandang dana untuk menggelar 
suatu pertandingan tinju. Selanjutnya promotor tersebut akan bekerja sama 
mencari dan bekerja sama dengan penantang tanding atau match maker yang 
mana dalam hal ini bertindak sebagai even organizer dari promotor. Setelah ada 
kesepakatan kerjasama antara promotor dengan promotor match maker, maka 
match maker kemudian mencari petinju yang akan di pertandingkan apabila 
petinju tersebut setuju kemudian membuat kontrak pertandingan dengan petinju 
tersebut dan dengan manajernya23. 
                                                 
21 Departemen RI, Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 1984 
22 hhtp:/www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/06/or/953162.html 13-11-2009   







Setelah kontrak pertandingan telah dibuat dan ditanda tangani, promotor 
melalui match maker kemudian mengajukan ijin pertandingan kepada komisi 
tinju Indonesia selaku organisasi Olahraga tertinggi di Indonesia yang menaungi 
tinju professional di Indonesia. Apabila pertandingan tinju tersebut 
memperebutkan gelar juara, maka pengajuan izinya harus kepada pengurus pusat 
komisi tinju professional di Indonesia. Tetapi kalau bukan merupakan 
partandingan perebutan juara maka izinya cukup melalui pengurus daerah atau 
Propinsi komisi tinju Indonesia. Pengajuan izin pertandingan tersebut harus pula 
menyertakan sejumlah uang dari promotor kepada komisi tinju Indonesia sebagai 
jaminan atas pemenuhan pembayaran kontrak pertandingan antara promotor 
dengan petinju yang akan bertanding beserta manajernya. Pengajuan ijin tersebut 
harus sudah masuk kepada komisi tinju Indonesia paling lambat lima hari 
sebelum pertandingan dilaksanakan. Hal ini dimaksud agar komisi tinju 
Indonesia memiliki waktu yang cukup untuk mengkoreksi tentang kelengkapan 
administrasi dan menyiapkan panitia yang akan bertugas pada pertandingan 
tersebut. 
Jika pertandingan disetujui, maka komisi tinju Indonesia akan 
mengangkat inspektur pertandingan untuk mengawasi jalanya pertandingan, 
mulai dari persiapan sampai dengan akhir pertandingan. Setelah ada inspektur 
pertandingan maka tanggungjawab promotor terhadap petinju yang akan 






Inspektur pertandingan kemudian akan memeriksa kelengkapan 
administrasi pertandingan, mulai dari pemeriksaan lisensi atau ijin bertinju di 
kancah professional, buku rekor tanding atau biasa disebut record book, dan 
surat pernyataan dari kedua petinju yang akan bertanding yang di ketahui oleh 
manajernya bahwa mereka tidak pernah terpukul jatuh atau biasa di sebut knock 
down baik dalam pertandingan maupun dalam latihan. Selanjutnya inspektur 
pertandingan akan kembali memeriksa kembali kesehatan dari kedua petinju 
yang akan bertanding yang dilakukan oleh dokter ring yang akan bertugas pada 
pertandingan dan melakukan timbang badan pada kedua petinju. Hasil 
pemeriksaan kesehatan tersebut harus menyatakan bahwa petinju yang akan 
bertanding harus dalam keadaan sehat dan layak bertanding  yang dalam istilah 
tinju disebut A-1. 
Dokter yang memeriksa kesehatann kedua petinju tidak boleh 
merekomendasikan petinju yang bukan dalam keadaan A-1 untuk bertanding dan 
sekaligus mencegah cidera yang akan terjadi jika petinju tersebut bertanding 
dalam kondisi yang tidak fit. Setelah pemeriksaan administrasi selesai inspektur 
pertandingan akan menunjuk petugas yang akan membantu jalanya pertandingan 
meliputi wasit, hakim, dokter ring, pencatat waktu, pencatat hasil, petugas ring, 
dan lainya yang biasa disebut official ring24 
                                                 







Selanjutnya adalah pengurusan ijin kepada badan pengawas pengendali 
Olahraga professional (BP2OPI) selaku badan pengawas Olahraga profesional di 
Indonesia. Selanjutnya  BP2OPI akan memeriksa segala hal yang berhubungan 
dengan administrasi dan persiapan dari pertandingan tersebut. Pemeriksaan yang 
sangat penting yang dilakukan oleh BP2OPI adalah pemeriksaan kesehatan 
sebelum pertandingan dilakukan. Jika hasil pemeriksaan tersebut menyatakan 
petinju yang akan bertanding dalam keadaan A-1 maka BP2OPI maka akan 
mengijinkan pertandingan tersebut25. Sebaliknya jika BP2OPI menyatakan 
bahwa petinju yang akan bertanding salah satunya atau keduanya tidak dalam 
keadaaan A-1 maka pertandingan tidak boleh dilaksanakan. 
Adapun syarat yang diterapkan dalam pertandinga tinju adalah :26 
1. Tidak boleh memukul didaerah dan cara yang ilegal 
2. Tidak boleh memukul didaerah dan cara yang legal 
Mengenai daerah tubuh mana yang merupakan daerah legal dan ilegal 
dalam pertandingan tinju professional tidak di jelaskan secara rinci dalam rules 
and regulation. Dalam pasal 75 rules and regulation hanya di jelaskan mengenai 
bentuk-bentuk pelanggaran keras yang dilarang untuk dilakuakan dalam 
pertandingan tinju. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah: 
1. Memukul di sebelah bawah sabuk; 
2. Memukul, lawan jatuh yang sedang bangkit dari jatuh; 
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3. Memegang lawan dengan satu tangan dan memukulnya dengan tangan yang 
lain; 
4. Memegang atau dengan sengaja terus mendekap; 
5. Mendorong lawan keliling ring atau kearah tali ring untuk memukul lawan 
yang tanpa daya karena lawan menyandar ketali ring dan tidak jatuh; 
6. Menggumul dan berbuat kasar ditali ring ; 
7. Menyeruduk dengan kepala; 
8. Dengan sengaja jatuh tanpa di pukul dengan maksud mengghindar pukulan 
lawan; 
9. Dengan sengaja memukul tubuh sebelah atas ginjal;27 
Pengaturan dalam pasal tersebut adalah merupakan adopsi rules and 
regulation badan tinju dunia world boxing council (WBC). Adanya aturan 
tersebut adalah untuk menghindari resiko cidera pada pertandingan tinju 
professional, karena menurut pandangan medis jika harus melakukan 
pertandingan tinju dengan menggunakan teknik pelanggaran seperti di atas, 
maka besar kemungkinan timbul resiko cidera atau bahkan kematian petinju 
lawan28. Dalam kenyataan tekhnisnya, apabila salah satu petinju menggunakan 
tekhis pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi organisasi mulai dari yang 
ringan yaitu dikalahkan dengan cara di diskualifikasi,sampai sanksi 
didiskualifikasi sampai sanksi yang terberat yaitu sekorsing. 
                                                 
27 WBC. Rules and Regulations. hal 10 






Berdasarkan surat edaran komisi tinju Indonesia nomor 026/KTIP/II/2004 
menyebutkan beberapa petunjuk tambahan kapan sebuah pertandinag tinju harus 
segera dihentikan ketika sedang berlangsung. Beberapa petunjuk tersebut adalah; 
1. Pertandingan dimana salah satu petinju pada ronde-ronde awal tidak 
memberikan perlawanan keputusan adalah no contest. 
2. Pertandingan dimana salah satu atau kedua petinju tidak memiliki dasar dan 
teknik berrtinju sesuai dengan aturan dan peraturan, keputusannya  
a. Diskualifikasi, apabila dalam hal ini hanya salah satu petinju yang tidak 
memiliki dasar dan teknik bertinju professional 
b. No contest, apabila keduanya tidak memiliki dasar dan teknik bertinju 
professional 
3. Pertandingan dimana salah satu petinju sengaja atau tidak sengaja 
berulangkali memukul belakang kepala lawan, namun sebelumnya wasit perlu 
memberikan peringatan terlebih dahulu kepada petinju/pelatih disudut ring 
yaitu apabila masih memukul belakang kepala, pertandingan akan dihentikan 
dan akan di diskualifikasi 
4. Pertandingan dimana dokter sudah memberikan aba-aba tanda merah harus 
segera dihentikan 
5. Peraturan-peraturan lain sesuai petunjuk WBC atau badan tinju dunia lainya 






6. Apabila ada intervensi atau ancaman dari luar yang dapat mengakibatkan 
konsentrasi seseorang wasit menjadi terganggu maka perlu segera 
melaporkan inspektur pertandingan untuk diteruskan kepihak berwajib. 
Ketidak tegasan seorang wasit untuk mengambilkan  keputusan tidak boleh 
terganggu29 
Berdasarkan surat edaran tersebut secara normal seorang wasit 
berkewajiban menghentikan pertandingan ketika menghadapi situasi seperti 
diatas segera tidak menghentikan pertandingan, maka wasit telah melalaikan apa 
yang telah menjadi kewajibanya. 
 
D. Para Pihak Yang Ada Dan Berperan Dalam Pelaksanaan Pertandingan  
Dalam pertandingan tinju ada banyak pihak yang berperan dalam sebuah 
pertandingan tinju professional. Dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2005 
tentang sistem keolahragaan dan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1984 
tentang olahraga prefesional serta Rules and regulations  yang ada pada anggaran 
dasar dan anggaran rumah tangga komisi tinju Indonesia (KTI) selaku induk 
organisasi olahraga professional di Indonesia yang mengadopsi aturan dari badan 
tinju dunia oriental and pacific boxing federation (OPBF) yang merupakan 
lembaga terpenting dalam tinju dunia ; diantaranya pihak yang berperan yaitu ; 
 
1. Olahragawan yang mana dalam hal ini petinju professional 
                                                 






Dan diatur dalam dalam pasal 55 ayat (3) undang-undang 
keolahragaan, yang menyatakan bahwa setiap Olahragawan professional 
mempunyai beberapa hak yaitu 30: 
a. Didampingin oleh, antara lain manager, pelatih tenaga medis, psikolog, 
dan ahli hukum. 
b. Mengikuti semua kejuaraan sesuai dengan tingkatan dan kemampuan. 
c. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi 
cabang olagraga, oganisasi olahraga professional, dan  
d. Mendapatkan pendapatan yang layak. 
 
2.  Induk Organisasi Cabang Olahraga 
Pengaturan mengenai pengertian dari induk organisasi cabang 
olahraga diatur dalam pasal 1 angka 25 undang-undang keolahragaan yang 
menyebutkan ; induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi yang 
membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis 
olahraga atau gabungan organisasi olahraga dari satu jenis olahraga yang 
merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang 
bersangkutan 
Di dalam rules and regulations komisi tinju Indonesia, penyebutan 
organisasi olahraga disebut nama KTI, yang definisinya adalah badan yang 
                                                 






mengendalikan tinju professional disetiap Negara. Jadi tugas induk 
organisasi adalah membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan 
olahraga yang menjadi bidangnya wadah bagi olahraga yang dinaunginya. 
3. Tenaga Kerja Keolahragaan 
Pengaturan mengenai siapa saja, persyaratan, dan tugas dari tenaga 
keolahragaan secara umum diatur dalam Pasal 63 Undang-undang 
keolahragaan. Dalam Pasal 63 ayat (1) disebutkan : 
“Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, 
promoter, administrator, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, 
ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog atau sebutan lain sesuai kekhususannya 
serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olah raga.” 31 
 
Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 
dimaksud dengan tenaga keolahragaan adalah orang-orang yang membantu 
olahragawan dalam hal ini petinju professional untuk melakukan profesinya. 
Mengenai persyaratan untuk menjadi tenaga keolahragaan diatur dalam Pasal 
63 ayat (2) yang menyebutkan : 
“Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga 
dan/atau lembaga olahraga wajib memilki kualifikasi dan sertifikasi 
kompetisi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang 
bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang”. 
 
 Sedangkan tugas dari tenaga keolahragaan diatur dalam Pasal 63 ayat 
(3) yang menyebutkan : 
                                                 








“Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan 
keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/ atau kewenangan tenaga 
keolahragaan yang bersangkutan”. 
 
Beranjak dari ketentuan tersebut, pengertian tentang tenaga 
keolahragaan mulai dari siapa, syarat, dan tugas dari tenaga keolahragaan itu 
sendiri adalah terlalu umum pengertiannya.  
Pengertian yang lebih khusus diatur dalam Rule and Regulations yang 
ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga induk organisasi 
tinju professional di Indonesia dalam hal ini adalah komisi Tinju Indonesiaز 
Di dalam Rule and Regulations tersebut diatur lebih jelas mengenai siapa 
saja tenaga keolahragaan beserta hak dan kewajiban. Tenaga keolahragaan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) undang-undang 
keolahragaan tersebut antara lain :32 
a. Manajer 
Manajer adalah orang yang membantu petinju professional dalam 
segala urusan administrasinya. Dalam Pasal 49 Rule and Regulation 
Komisi Tinju Indonesi disebutkan bahwa, terlibatnya seorang manajer 
dengan petinju dalam suatu kontrak harus dengan seizin dan disetujui 
oleh induk organisasi dalam hal ini Komisi Tinju Indonesia. 
Pemilihan calon lawan tanding seorang petinju professional juga 
dilakukan oleh seorang manajer. Manajer juga yang menangani kontrak 
                                                 







pertandingan dan segala administrasinya termasuk bayaran seorang 
petinju sebelum dan sesudah bertandingan. Jadi dapat dikatakan baik atau 
buruknya manajemen yang menaunginya. 
b. Promotor 
Menurut pengertian dari Pasal 1 rules and regulations komisi tinju 
Indonesia, promotor adalah badan hukum atau gabungan perkumpulan 
atau perorangan yang menyelenggarakan promosi pertandingan atau 
pertunjukan tinju secara teratur atau swaktu-waktu. Dari pertandingan 
tersebut dapat disimpulakan bahwa pengertian promotor adalah sama 
dengan penyelenggara olahraga yang syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 
51 ayat (1) sampai dengan ayat (4) undang-undang keolahragaan yang 
mengatur 33: 
Ayat (1) : 
Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis 
kecabangan, kesehatan, dan ketentuan daerah setempat; 
 
Ayat (2) : 
Penyelenggara kejuruan olahraga yang mendatangkan langsung massa 
penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang 
olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-
undangan; 
 
Ayat (3) : 
                                                 







Penyelenggara kejuruan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib memiliki penanggungjawab kegiatan; 
 
Ayat (4) : 
Setiap orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan 
kejuaraan lahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan induk 
organisasi cabang olahraga nasional. 
 
Dari dua pengaturan tersebut secara ringkas dapat disimpulkan 
tugas dari promotor adalah menyelenggarakan pertandingan termasuk 
mengurus segala macam administrasi baik denagn induk organisasi 
maupun dengan manajer petinju professional yang akan ditandingkan 
dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dengan 
ayat (4) undang-undang keolahragaan.  
c. Inspektur Pertandingan 
Dalam Pasal 14 Rules and Regulations komisi tinju Indonesia 
disebutkan bahwa, inspektur pertandingan merupakan orang yang 
ditunjuk oleh komisi sebagai pengawas dan pengendali dalam 
menyelenggarakan sebuah pertandingan tinju professional. Inspektur 
pertandingan merupakan orang ynag berwenang untuk menunjuk petugas 
dalam pertandingan yang meliputi wasit, hukum, dokter ring, pencatat 
waktu, pencatat hasil, dan petugas kamar ganti. Sebagai pengawas dan 
pengendali suatu pertandingan inspektur pertandingan merupakan filter 






akan bertanding untuk dinyatakan layak atau tidak untuk menjalani 
pertandingan setelah menerima rekomendasi dari dokter yang memeriksa. 
d. Wasit 
Merupakan petugas utama yang mengawasi jalannya pertandingan 
di atas ring. sebelum pertandingan dimulai wasit harus benar-benar 
memeriksa kelengkapan masing-masing petinju seperti balutan dan 
sarung tinju untuk memastikan tidak ada benda berbahaya yang dapat 
membahayakan lawannya. 
Kekuasaan wasit berdasarkan Pasal 59 rules and regulations diatas 
ring adalah mutlak dalam artian tidak ada satu pun pihak yang 
mengganggu dan memberhentikan pertandingan kecuali wasit. Wasit 
dapat menghentikan pertandingan jika menilai salah satu petinju sudah 
tidak  mampu  melanjutkan pertandingan. Dengan demikian dapat 
dikatakan ditangan wasitlah nasip seorang petinju digantungkan. 
e. Hakim 
Menurut Pasal 57  rules and regulations peran hakim dalam 
sebuah pertandingan tinju bertugas untuk memberikan penilaian kepada 
petinju yang bertanding disetiap rondennya. Hukum juga berperan 
mambantu wasit dalam memberikan penilaian terhadap petinju yang 
bertanding unatuk menentukan hasil dari suatu pertandingan.  






Dokter ring dalam pertandingan tinju bertugas untuk memeriksa 
kondisi kesehatan petinju yang akan bertanding. Hasil dari pemeriksaan 
tersebut selanjutnya diserahkan kepada inspektur pertandinagn sebagai 
rekomendasi, apakah petinju yang akan bertanding benar-benar siap dari 
segi fisik dan kesehatannya. 
Menurut Pasal 56 rules and regulations, pada saat pertandingan 
berlangsung dokter ring harus berada disisi ring sepanjang pertandingan 
dan sesudah pertandingan akan memeriksa kondisi petinju setelah 
menjalani pertandingan untuk memastikan kondisi kesehatan petinju. 
Apabila dokter ring dalam sebuah pertandingan menilai ada salah satu 
petinju yang tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan maka dokter 
ring harus menyampaikan pendapatnya tersebut kepada inspektur 
pertandingan untuk diteruskan kepada wasit yang bertugas. 
E. Beberapa Perbuatan Yang Menyebabkan Terjadinya Kematian 
Terjadinya kasus kematian seorang petinju professional yang meninggal 
dunia akibat bertanding biasa disebabkan karena banyak faktor. Menurut Joko 
Tetuko banyaknya kasus kematian petinju saat bertanding bisa disebabkan oleh 
beberapa hal yakni: 
1. Petinju yang akan bertanding sudah lama tidak bertanding dan tidak 
melakukan latihan rutin secara intensif menjelang pertandinganya.34 
                                                 






2. Petinju yang akan bertanding ketika menjalanin latihan dengan memakai 
lawan (Sparring Patner) tidak menggunakan pelindung kepala (Head 
Glove)sehingga ketika bertanding petinju tersebut sudah mengalami cidera di 
kepalanya. 
3. sasana-sasana memaksakan petinju yang kurang mampu dan belim siap 
bertanding untuk bertanding. 
Selain itu menurut Eddy Pirih banyaknya kejadian kematian petinju 
akibat bertanding dikarenakan ada pemalsuan terhadap lisensi bertinju atau yang 
sering disebut buku hitam yang berisi catatan rekor pertandingan, data petinju, 
dan komentar dokter setelah pertandingan sebelumnya.35 Pemalsuan terhadap 
buku hitam tersebut bisa terjadi karena kurang telitinya inspektur pertandingan 
ketika memeriksa kelengkapan administrasi petinju yang akan bertanding.  
Dari beberapa penyebab tersebut bisa diartikan bahwa kemampuan 
managerial dari sasana yang menaungi petinju tersebut tidak bagus, sasana yang 
bagus haruslah mengutamakan keselamatan dan prestasi petinjunya sebagai 
prioritas karena memang manager dibayar untuk hal tersebut. Tinju merupakan 
olahraga yang berisiko tinggi dan keras, oleh karenanya di perlukan fisik dan 
stamina serta mental bertanding yang baik untuk menjalani sebuah pertandingan 
tinju. Untuk mendapatkan kondisi fisik dan stamina serta mental tanding yang 
baik haruslah dilalui dengan latihan yang intensif minimal tiga bulan sebelum 
                                                 






pertandingan serta diberi arahan dan pengawasan pelatihan yang baik pula.  
Kurangnya persiapan yang disebutkan diatas akan berakibat kepada buruknya 
kondisi si petinju ketika akan melakukan pertandingan. Seorang petinju yang 
bertanding dengan persiapan yang minim yang berakibat pada ketidak mampuan 
untuk memukul lawan dengan baik dan tidak mampu menghindari pukulan 
dengan baik atau dengan kata lain mempunyai naluri untuk bertanding. Jika 
persiapan petinju lawan lebih baik secara teoritis pukulannya banyak yang masuk 
dan bisa menyebabkan cedera atau kemungkinan besar berakibat kematian pada 
petinju yang persiapannya minim.36  
Jika manager tidak melaksanakan kewajiban diatas yaitu lebih 
mengutamakan keselamatan dan prestasi petinju, dengan menerima kontrak 
pertandingan dengan waktu yang kurang di tentukan yakni minimal tiga bulan 
atau memaksakan petinju yang belum siap secara fisik dan mental untuk 
bertanding maka dapat dikatakana bahwa manager tersebut telah dengan sengaja 
melalaikan kewajibanya sehinga menyebabkan kehilagnya nyawa seseorang jika 
dalam pertandingan tersebut petinju yang di manageri olehnya meninggal dunia. 
 
F. Arti Pertanggungjawaban  
1. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Positif 
                                                 








Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana 
yang terjadi atau tidak.37  
Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana 
yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam 
Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar 
atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan 
dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang 
mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya.  
Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas 
pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang 
yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini 
tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai 
kesalahan.38  
                                                 
37 Syafrinaldi, Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan, h. 408 






Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau 
kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :  
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari 
si pembuat.  
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku 
yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :  
a) Disengaja  
b) Sikap kurang hati-hati atau lalai  
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. 
 Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik 
dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat 
membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan 
untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya 
perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu 
dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang 
diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi 
maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut 
keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan 
kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat 






Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus 
terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak 
terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa 
kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada 
dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak 
ada kesalahan.39 
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat 
dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi :  
“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung 
jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 
terganggu karena cacat, tidak dipidana.”40 
 
Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya 
jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak 
dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka 
sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai 
berikut :  
a. Syarat Psychiartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna 
akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang 
mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan 
ini harus terus menerus.  
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b. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku 
melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang 
timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat 
menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.  
Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat 
dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari 
tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.  
Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan 
psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat 
berupa “kesengajaan” (opzet) atau karena “kelalaian” (culpa).  
Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari 
kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas 
perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam 
Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :  
“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurangan 
paling lama satu tahun.”41  
 
Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :42  
a. kurang melihat kedepan 
b. kurang hati-hati 
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Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama 
memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut 
semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan 
penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. 
Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana 
yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 
pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar 
penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” 
(permisibilry) dan “dasar pemaaf” (ilegal execuse). 
 Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar 
pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, 
sehingga menjadi legal/boleh, pembuatanya tidak dapat disebut sebagai 
pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus 
berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun 
si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. 
 
2. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Islam 
Pengertian pertanggungjawaban dalam syari’at Islam adalah 
pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada 
perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia 






Dalam syari’at Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal: 43 
1. Adanya perbuatan yang dilarang. 
2. Perbuatan itu di kerjakan dengan kemauan sendiri, dan  
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatanya itu. 
Kalau tiga perkara ini terdapat maka terdapat pula 
pertanggungjawaban pidana dan kalau tidak terdapat maka tidak ada pula 
pertanggungjawaban pidana. 
Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka kita dapat mengetahui 
bahwa yang bisa dibebani pertanggunganjawaban pidana hanya manusia 
yaitu manusia yang berakal-fikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau 




tidak berakal fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang 
yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai 
kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan telah menjadi 
sempurna.44 
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Oleh karena itu tidak ada pertanggungan jawab bagi kanak-kanak, 
orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang 
yang dipaksa atau terpaksa.  
Kemudian timbul pertanyaan tentang badan-badan hukum, apakah 
dikenakan pertanggungan jawab pidana atau tidak. Syari’at Islam sejak mula 
pertamanyasudah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari 
kenyataan bahwa para fuqaha menamakan ”Baitul-mal”  (Perbendaharaan 
Negara) sebagai ”badan” (Jihat) yakni badan hukum, demikian pula 
sekolahan-sekolahan dan rumah-rumah sakit. Badan-badan ini dianggap 
mempunyai hak-hak milik dan mengadakan tindakan-tindakan tertentu 
terhadapnya. Akan tetapi badan-badan tersebut tidak bisa dibebani 
pertanggunganjawab pidana, karena pertanggungan ini didasarkan atas 
adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan, sedang kedua perkara 
ini tidak terdapat pada badan-badan hukum 
 
Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana 
dalam syari’at Islam yaitu perbuatan maksiat yakni perbuatan melawan 
hukum berupa mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh syari’at 
atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syari’at45 disamping perbuatan 
melawan hukum yang menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana 
                                                 






namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu “mengetahui”(idrak) dan“ 
pilihan” (ikhtiar).  
Apabila syarat tersebut, ada dalam suatu tindak pidana maka harus 
ada pula yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Maka oleh karena 
itu orang gila, anak yang belum baliq, orang yang sedang tidur, orang yang 
dipaksa dan terpaksa terbebas dari pertanggungjawaban pidana 46. 
 
G. Arti Kealpaan  
1. Pengertian Kealpaan Menurut KUHP 
 Pengertian kealpaan menurut KUHP adalah kelalaian, kelengahan, 
karena kelalaian mangakibatkan matinya orang, masalah ini erat kaitanya 
dengan pasal 354 berbunyi :47 
Barang siapa karena kelalainya atau kesalahanya menyebabkan orang lain 
mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
kurungan paling lama satu tahun. 
 
                       Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam yaitu ; 
1. Delik kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat 
2. Delik yang tidak menimbulkan akibat48 
 
2. Pengertian Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam 
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 Pengertian kealpaan menurut hukum pidana Islam dikenal dengan 
istilah al-\k\ha>ta’ (kealpaan /kesalahan) ialah seseorang yang melakukan 
sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan pembunuhan 
terhadap seseorang, akan tetapi karena perbuatannya mengakibatkan matinya 
orang lain.49 
 
                                                 





PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
KEMATIAN   PETINJU AKIBAT KEALPAAN PENYELENGGARA 
MENURUT KUHP DAN PIDANA ISLAM 
 
 
A. Pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat Kealpaan 
Penyelenggara menurut KUHP.   
 
Pada umumnya sengaja adalah menghendaki, sedangkan culpa tidak 
dihendaki culpa adalah suatu bentuk kesalahan yang ringan itulah sebabnya 
ancamannya lebih ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana yang 
dilakukan dengan sengaja50. 
Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, masalah pertanggungjawaban 
pidana di hubungkan dengan ada atau tidak adanya  unsur kesalahan dalam 
melakukan suatu tindakan, sebagaimana asas “Geen Straf Zonder Schuld; Actus 
Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea” atau “tidak dipidana jika tidak ada 
kesalahan”. Secara yuridis, seorang dapat dikatakan telah memenuhi unsur 
kesalahan apabila51 :  
1. Telah melakukan perbuatan pidana  
2. Mampu bertanggungjawab,  
3. Mempunyai bentuk kesalahan,  
4. Dan tidak adanya alasan pemaaf”. 
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Istilah kesalahan berasal dari kata schuld yang sampai sekarang belum 
resmi diakui sebagai istilah umum yang mempunyai pengertian pasti.  
Sedangkan mengenai batasan kesalahan ini para hukum memberi definisi 
yang berbeda-beda diantaranya; 
1. Menurut Mazeer kesalahan adalah suatu keadaan psychologis yang oleh 
penilai hukum pidana ditentukan sebagi perbuatan yang keliru dan dapat 
dicela52 
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa kesalahan merupakan 
suatu macam kesalahan dari pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti 
kesengajaan yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja 
terjadi.53  
Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa sikap batin dari sesorang 
pelaku kejahatan itu bukanlah sengaja dan bermaksud untuk melakukan 
perbuatan yang dilarang, akan tetepi hanya karena kesalahannya sewaktu dia 
berbuat sehingga dapat menimbulkan larangan tersebut. 
Didalam suatu masyarakat sudah dapat dipasatikan dimana orang baik 
dan orang jahat hidup bersama-sama, untuk keperluan itu undang-undang harus 
dibuat sedemikian rupa agar dapat menjamin kepentingan manusia dalam hidup 
bermasyarakat. 
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Kesalahan tidak mungkin ada tanpa melakukan perbuatan yang bersifat 
melawan hukum bertentangan dengan undang-undang dengan kata lain, 
kesalahan tidak mengkin ada tanpa perbuatan pidana. 
Di dalam pidana fiscal tidak memerlukan dasar kesalahan asalkan ada 
orang melangar larangan dan sesuai dengan bunyi rumusan cukup untuk 
memberikan pidana54 
Mengenai hal pelanggaran dalam KUHP adalah perbuatan tentang 
kejahatan. perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja atau dengan kelalaian 
yang berat perlu diselidiki tentang kesalahan si pembuat, syarat kesengajaan 
atau kealpaan yang tidak di haruskan bagi pelanggaran yang merupakan 
sebagian besar perkara yang dituntu di bandingkan dengan kejahatan maka 
sudah barang tentu tidak mungkin untuk perkara pelanggaran yang begitu 
banyak untuk tiap-tiap kali harus diselidiki kesngajaanya atau kealpanya. 
Bagaimanakah terhadap pelanggaran yang oleh si pembuat sungguh-
sungguh tidak mempunyai kesalahan sama kali ? Meskipun pada umumnya 
orang menganggap untuk pelanggaran tidak perlu masyarakat kesengajaan atau 
kealpaan. Hal ini belum berarti merupakan kehendak dari pembuat undang-
undang untuk mesti mengenakan pidana barang siapa yang tidak mempunyai 
kesalahan sama sekali dalam melakukan pelanggaran. 
                                                 






Misalnya seorang tukang susu sapi bertentangan dengan peraturan 
penjualan susu murni telah mengantar kepada langganan susu sapi yang telah 
dicampuri dengan air, tukang antar itu tidak mengetahui, karena bukan ia akan 
tetapi majikannya yang menjadikannya susu sapi tidak murni lagi dengan 
dicampuri air. Menurut peraturan sesuai dengan redaksinya tuakang antar 
susulah secara formal harusu dituntut karena pelanggaran sekalipun secara 
materil ia tidak berbuat memalsukan susu dengan campuran air. Mengenai hal 
ini ada pandangan sebagai berikut ;55 
1. Bahwa hakim pada waktu melakukan tugasnya tidak saja 
mempertimbangnya, aturan yang tegas dinyatakan dalam undang-undang, 
akan tetapi dapat pertimbangkan asas-asas umum yang merupakan dasar 
dari pada hukum pidana yang tidak tercantum pada undang-undang 
Pandangan ini dirasakan lebih bermanfaat dan banyak pengikutnya, 
karena dalam aliran ini hakim berhak melaksanakan cita-cita keadaialn dengan 
mempertimbangkan asas-asas umum yang terjadi dasar hukum pidana dan tugas 
hakim yang paling penting sudah memberikan putusan berdasarkan hukum 
termasuk asas-sasa umum yang telah ada daripada hukum pidana atau termasuk 
pula tugas Rechtsvinding 
Maka tukang antar susu menyerahkan kepada langgananya yang diluar 
pengetahuannya telah di campu dengan air oleh majikannya. Oleh karena itu 
                                                 






pelanggaran yang dilakukan tidak terbukti kesalahanya, sehingga tidak dipidana 
berdasarkan asas umum hukum pidana.. 
“Tidak di pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya tuntutan ditujukan 
kepada majikan perusahaan perahan susu, dalam kasasi majikan membuat 
tangkisan bahwa ; 
1. Untuk pelanggaran tidak perlu kesengajan atau kealapan, maupun tidak perlu 
kesalahan maka tukang antar susu itulah yang menjadi tertuduh  
2. Dan majikan tidak dapat disebut “suruh lakukan” pelanggaran . 
Dengan demikian memidanan pelanggaran tanpa kesalahan, bahwa asas 
tindak pidana tanpa kesalahan, merupakan asas yang esensial untuk dapat 
dipidananya seseorang yang dituntut karena melakukan perbuatan pidana, baik 
terhadap jenis kejahatan maupun pelanggaran. Undang-undang hukum pidana 
dapat dirumusan sebagai hukum tertulis dalam undang-undang namun menurut 
sistem hukum pidana yang mengenal “strict liability” karena alasan sukar 
pembuktianya “men rea” atau pelanggaran kecil dimungkinkan 
pertanggungjawaban untuk dipidana tanpa kesalahan sebagai pengecualian dari 
asas umum.   
Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan karena 







Terjadinya kasus kematian seorang petinju professional yang meninggal 
dunia akibat bertanding biasa disebabkan karena banyak faktor. dan juga 
banyaknya kejadian kematian petinju akibat bertanding dikarenakan ada 
pemalsuan terhadap lisensi bertinju atau yang sering disebut buku hitam yang 
berisi catatan rekor pertandingan, data petinju, dan komentar dokter setelah 
pertandingan sebelumnya.56  
Pemalsuan terhadap buku hitam tersebut biasa terjadi karena kurang 
telitinya inspektur pertandingan ketika memeriksa kelengkapan administrasi 
petinju yang akan bertanding. Dari beberapa penyebab tersebut biasa diartikan 
bahwa kemampuan managerial dari sasana yang menaungi petinju tersebut tidak 
bagus, sasana yang bagus haruslah mengutamakan keselamatan dan prestasi 
petinjunya sebagai prioritas karena memang manager di bayar untuk hal tersebut. 
Ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan adalah ketentuan yang 
terdapat dalam KUHP, dengan mengadakan penafsiran hukum secara ektensif. 
Mengingat pembahasan skripsi ini adalah membahas pertanggungjawaban pidana 
terhadap kematian petinju akibat bertanding, maka pembahasanya berkaitan 
dengan salah satu kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu nyawa 
manusia, baik itu yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun dengan kelalain 
seperti yang diatur dalam XIX KUHP dan Bab XXI KUHP bukan lah merupakan 
delik aduan, akan tetapi delik biasa, sehingga aparat penegak hukum dalam hal 
                                                 






ini kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dapat bertindak untuk mewakilin 
Negara jika ada pelangaran atas aturan tersebut walau tanpa permintaan dari 
korban ataupun dari pihak keluarga korban. Selain itu pada pasal 28 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman diatur 
bahwasanya, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat57.       
Beberapa ketentuan dalam KUHP yang dapat diterapakan atas dugaan 
yang telah terjadinya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh manager dari 
petinju yang meninggal adalah yang telah diatur dalam Bab XXI KUHP tentang 
” Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan ” khususnya pada pasal 359 
KUHP dan dalam Bab XII tentang pemalsuan surat khususnya pada pasal 263 
ayat (1) KUHP.58 
Dalam pasal 359 KUHP dan dalam bab XII tentang pemalsuan surat 
khususnya pada pasal 263 ayat (1) KUHP. 
Dalam pasal 359 KUHP mengatur bahwa : 
“Barang siapa karena kelalainya atau kesalahanya menyebabkan orang lain mati, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan 
paling lama satu tahun.59 
 
Sedangkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP diatur: 
”Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan hak perikatan, atau pembebasan utang, atau yang di peruntukan 
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sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain memakai surat tersebut 
Seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di ancam jika pemakain surat tersebut 
dapat meninbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana paling 
lama enam tahun.60 
 
Untuk dapat dikenakan kedua pasal tersebut diatas, seorang manager 
haruslah terlebih dahulu terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam 
kedua belah pasal tersebut. Pada pasal 350 KUHP ditentukan unsur-unsur antara 
lain: 
1. Barang siapa 
2. Karena kesalahannya (kealpaanya) 
3. Menyebabkan orang lain mati.61 
Unsur yang pertama adalah unsur barang siapa, dalam hal ini unsur 
barang siapa pengertianya sangat luas karena dalam pasal 359 KUHP tidak 
diberikan batasan unsur barang siapa sehingga siapapun dapat dikenakan pasal 
359 KUHP jika dapat dibuktikan oleh melanggar pasal ini. Karena yang menjadi 
perhatian dalam hal ini adalah manager dari petinju yang meninggal akibat 
bertanding maka dapat dikatakan manajer tersebut telah memenuhi unsur barang 
siapa dalam pasal 359 KUHP 
Unsur yang kedua dan merupakan unsur yang paling penting adalah unsur 
kesalahan atau kelalain. Dalam hal ini manager dapat dikatakan telah memenuhi 
unsur karena kelalainya menerima kontrak pertandingan dengan waktu yang 
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kurang dari yang ditentukan dan tetap memaksa petinju yang belum siap secara 
fisik dan mental sekalipun dalam tindakanya tersebut kemungkinan akan terjadi 
akibat yang tidak diinggikan  yaitu terjadi kematian petinju namun dia tetap 
melaksanakan kehendak tersebut dari pada membatalkanya dikarenakan pelaku 
percaya bahwa akibat yang melekat pada tindakanya ini masih dapat dihindari 
atau dicegah 
Bentuk dari kelalaian yang dilakukan oleh manager tersebut adalah 
kelalaian yang di lakukan dengan sadar atau biasanya di sebut luxuria. 
Menurut Jan Ramellink, culpa atau kelalaian tersebut dianggap ada 
apabila pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari 
tindakanya, namun dia percaya masih bisa mengghindar dan mencegahnya.62 Jadi 
unsur ke lalaianya dalam hal ini sudah terpenuhi. 
Unsur selanjutnya adalah menyebabkan kematian orang lain. Dalam hal 
ini terjadinya kematian pada petinju akibat bertanding merupakan pemenuhan 
dari unsur tersebut. Hilangnya nyawa petinju akibat tidak siapnya petinju dalam 
menjalani sebuah pertandingan yang diakibatkan perbuatan managernya 
menerima kontrak dengan waktu yang sangat minim adalah pemenuhan dari 
semua unsur yang ada dalam pasal 359  KUHP. 
                                                 






Selanjutnya unsur yang harus terpenuhi agar seorang manager dapat 
dikenakan pasal 263 ayat (1) KUHP adalah63 : 
1. Barangsiapa: 
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat. 
3. Yang di peruntukan sebagai bukti dari suatu hal;  
4. Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar;  
5. Dapat menimbulkan kerugian;  
Unsur pertama kali yang harus di penuhi adalah memalsukan surat yang 
di peruntukan sebagai alat bukti dari sesuatu hal yang dapat menimbullkan 
kerugian.  
Menurut R. soesilo yang dapat sebagai surat adalah sebagai jenis surat 
yang dapat di gunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan.64 
Dalam hal ini yang dipalsukan adalah buku rekor bertanding atau sering 
di sebut buku hitam seorang petinju yang di dalamnya berisi buku rekor 
bertanding dan juga hasilnya dari komisi dan juga catatan  dari dokter yang 
bertugas pada pertandingn sebelumnya. 
Pemalsuan ini biasanya di lakukan apabila dalam pertandingan 
sebelumnya ada catatan atau komentar dari dokter ring yang bertugas pada 
waktu itu bahwa petinju tidak boleh bertanding  dalam interval waktu tertentu. 
Ketika ada tawaran bertanding dalam interval waktu istirahat yang di tentukan 
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oleh dokter tersebut maka para manager tersebut biasanya memalsukan 
komentar dokter pada pertandingan sebelumnya agar petinju bias bertanding. 
Apabila penyelidikannya kemudia manager terbukti melakukan dua pelanggaran 
tersebut maka bisa di kenakan kedua pasal tersebut yaitu pasal 359 KUHP 
tentang kelalaian menyebabkan orang mati dan pasal 263 ayat (1) KUHP 
tentang pemalsuan surat. Perbuatan pidana yang di lakukan oleh manager 
tersebut merupakan pembarengan perbuatan pidana, dalam ilmu hukum pidana 
di sebut dengan Concurcus Realis yang berarti serangkain perbuatan pidana 
yang berdiri sendiri yang di lakukan oleh seorang pelaku dan di adili sekaligus.65  
Dokter ring juga dapat di kenakan pasal 359 KUHP tentang kelalain yang 
menyebabkan orang lain mati apabila sebelum pertandingan dilaksanakan 
memberikan rekomendasi yang salah. Pada pasal 359 KUHP tersebut dapat di 
kenakan dokter ring apaila dia salah dalam memberikan rekomendasi tentang 
kelayakan seorang petinju dalam suatu pertandingan. Kesalahan rekomendasi 
berarti juga dia salah mendiaknosa petinju untuk bertanding. Jadi pasal 359 baru 
dapat di kenakan kepada dokter ring ketika dia merekomendasiakan seorang 
petinju untuk bertanding, dan kemudian petinju tersebut meninggal akibat 
bertanding, yang hasil pemeriksaan selanjutnya baru di ketahui bahwa petinju 
tersebut tidak dalam kondisi layak tanding. 
                                                 






Pada masalah pemalsuan buku rekor tanding tinju, apabila 
mengakibatkan kurang telitinya inspektur pertandingan yang memeriksa dan 
kemudian terjadi kematian pada petinju yang buku rekornya dipalsukan dalam 
sebuah pertandingan tinju, maka inspektur tersebut dapat di kenakan pasal yang 
diatur dalam Bab XXI KUHP tentang kematian orang lain karena kealpaan 
khususnya pasal 359 KUHP 
Pasal tersebut dapat di junctokan kedalam pasal 361 KUHP yang 
mengatur jika kejahatan yang di terangkan dalam bab ini dilakukan dalam 
menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka hukuman pidananya di tambah 
sepertiga dan yang bersalah dapat di cabut haknya untuk menjalankan pencarian 
dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim memerintahkan supaya putusannya 
di umumkan.66 
Inspektur pertandingan dapat di kenakan pasal tersebut dikarenakan 
inspektur pertandingan bertugas sebagai filter terakhir yang dapat menentukan 
bisa atau tidaknya seorang petinju dapat bertanding dengan cara memeriksa 
kelengkapan administrasi petinju yang akan bertanding yang meliputi buku rekor 
dan hasil pemeriksaan kesehatan, apabila kemudian terbukti bahwa karena 
kurang teliti memeriksa buku rekor petinju yang di palsukan tersebut maka 
inspektur pertandingan dapat di kenakan pasal 359 KUHP dijuncto pasal 361 
                                                 






KUHP tentang mengakibatkan matinya orang lain karena kealpaan dalam 
menjalankan pekerjaan. 
Selain factor-faktor yang telah disebutkan diatas terjadinya kematian 
petinju akibat bertanding adalah disebabkan pukulan lawan tanding dan kurang 
sigapnya wasit yang memimpin pertandingan. Pukulan lawan tanding dalam hal 
ini di bedakan menjadi dua yaitu:67 
1. Pukulan di daerah dan cara yang legal 
2. pukulan didaerah dan cara yang ilegal. 
Mengenai daerah tubuh mana yang merupakan daerah legal dan ilegal 
dalam pertandingan tinju professional tidak dijelaskan secara rinci dalam rules 
and regulation. Dalam pasal 75 rules and regulation hanya dijelaskan mengenai 
bentuk-bentuk pelanggaran keras yang dilarang untuk dilakukan dalam 
pertandingan tinju. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah:68 
1. Memukul di sebelah bawah sabuk; 
2. Memukul lawan yang sedang bangkit dari jatuh; 
3. Memegang lawan dengan satu tangan dan memukulnya dengan tangan yang 
lain; 
4. Memegang atau dengan sengaja terus mendekaap; 
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5. Mendorong lawan keliling ring atau kea rah tali ring untuk memikul lawan 
yang tanpa daya karena lawan menyandar ketali ring dan tidak jatuh; 
6. Menggumul dan berbuat kasar ditali ring ; 
7. Menyeruduk dengan kepala; 
8. Dengan sengaja jatuh tanpa di pukul dengan maksud mengghindar pukulan 
lawan; 
9. Dengan sengaja memukul tubuh sebelah atas ginjal; 
Pengaturan dalam pasal tersebut adalah merupakan adopsi rules and 
regulation badan tinju dunia world boxing council (WBC). Adanya aturan 
tersebut adalah untuk mengghindari resiko cidera pada pertandingan tinju 
professional, karena menurut pandangan medis jika harus melakukan 
pertandingan tinju dengan menggunakan tekhnik pelanggaran seperti di atas, 
maka besar kemungkinan timbul resiko cidera atau bahkan kematian petinju 
lawan69. Dalam kenyataan tekhnisnya, apabila salah satu petinju menggunakan 
tekhis pelanggaran tersebut akan di kenakan sanksi organisasi mulai dari yang 
ringan yaitu dikalahkan dengan cara di diskualifikasi, sampai sanksi 
didiskualifikasi sampai sanksi yang terberat yaitu sekorsing.  
Dari keterangan diatas, secara a contrario dapat diartikan jika seseorang 
petinju yang bertanding dengan tidak menggunakan cara-cara yang dilarang, 
maka dapat diartikan petinju tersebut telah mnenggunakn cara yang dibenarkan. 
                                                 
69 Seoerjono Soekanto Dan Kartono Mohamad, Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran Di 






Olahraga tinju professional merupakan Olahraga yang penuh resiko. Dalam suatu 
pertandingan banyak sekali terjadi saling memukul lawan tanding yang sangat 
rentan terhadap cedera atau bahkan kematian ketika dua orang petinju sepakat 
melakukan pertandingan dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka dapat 
diartkan keduanya telah memberikan persetujuan untuk saling memukul 
lawannya yang berakibat dapat timbulnya rasa sakit pada keduaya. 
Secara a contrario dapat ditafsirkan jika salah satu petinju tidak 
mengikuti peraturan yang ada dalam pertandingan tersebut misalnya dengan cara 
memukul di daerah illegal seperti di atas, maka peresetujuan dalam kontes 
menimbulkan rasa sakit dan luka dalam Olaraga tersebut sudah dilanggarnya. 
Karena persetujuan tersebut sudah dilanggar maka pelakunya dapt disalahkan 
telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Bab XX, khususnya pasal 
351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang menyatakan :70 
1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lam 2 tahun 8 bulan 
atau denda paling banyak Rp tiga ratus rupiah 
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidan 
penjara lima tahun. 
3) Jika mengakibatkna mati, dikanakn pidana penjara paling lama tujuh tahun 
4) Dengan penganiayakan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan 
5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana 
                                                 






Penganiayan menurut KUHP merupakan suatu “ perbuatan yang 
disengaja untuk membuat cedera yang tidak didasarkan pada tujuan yang 
diperbolehkan“ 71 apabila dalam pertandingan tersebut mengakibatkan kematian 
pada salah satu petinju yang bertanding, terhadap pelakunya dapat dikenakan 
pasal 351 ayat (3) KUHP. 
Mengenai penyebab yang terakhir yaitu kekurang sigapan wasit dalam 
memimpin pertandingan, terlambatnya wasit dalam menghentikan pertandingan 
ketika salah seorang petinju sudah kelihatan tidak mampu lagi untuk 
melanjutkan pertandingan tersebut. Kekuasaan wasit ketika diatas ring didalam 
suatu pertandingan yang berlangsunng adalah mutlak seperti yang sudah 
dijelaskan diatas kekuasaan yang bersifat mutlak berarti hanya bisa 
menghentikan pertandingan yang sedang berlangsung. 
Dari Memotie Van Toelichting (memori penjelasan) kelalaian (culpa) 
merupakan kebalikan murni dari kesengajaan (Dolus) maupun kebetulan (casus)  
Yang dapat dituntut dari orang yang lalai adalah kurang berfikir cermat, kurang 
pengetahuan, atau bertindak kurang terarah dibandingkan orang lain pada 
umumnya. Dari memorie van antwoord (memori jawaban) dikatakan bahwa 
siapa yang berbuat salah karena kelalainnya tidak menggunakan kemampuan 
yang dimilikinya ketika kemampuan itu harus digunakan.72 
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Jika dikaitkan dengan masalah skripsi ini mengenai adanya tindak pidana 
dalam sebuah pertandingan tinju yang mengakibatkan kematian pada salah satu 
petinju yang bertanding, rumusan yang pertama dari unsur kesalahan mengenai 
melakukan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh 
manager, inspertur pertandingan, petinju lawan, dan wasit telah mencocoki 
rumusan masalah pasal-pasal didalam KUHP. Dan telah dijelaskan bahwa ada 
beberapa perbuatan pidana yang terjadi dalam kasus adanya kematian petinju 
yang diakibatkan menjalani pertandingan. Perbuatan pidana tersebut antara lain 
di lakukan oleh:73 
1. Manager; 
2. Dokter ring; 
3. Inspektur pertandingan; 
4. Petinju lawan; dan 
5. Wasit yang memimpin pertandingan. 
Sedangkan bentuk kesalahan yang dilakukan adalah: 
1) kelalaian, yang dilakukan oleh: 
a) Manager, dalam hal menerima kontrak pertandingan dengan waktu yang 
minim bagi petinju untuk mempersiapkan diri, bentuk kelalaianya yang 
dilakukan dengan sadar(Luxuria) 
                                                 






b) Dokter ring, jika salah memberikan rekomendasi kepada seorang petinju 
untuk bertanding, dan dalam pemeriksaan selanjutnya diketahuin bahwa 
sebenarnya petinju yang meninggal tersebut tidak layak tanding. 
c) Inspektur pertandingan, dalam hal kurang teliti dalam memeriksa 
admnistrasi petinju yang akan bertanding. 
d) Wasit yang memimpin pertandingan, dalam hal kurang sigapnya dalam 
menghentikan pertandingan apabila ada salah satu petinju yang tidak 
mampu lagi untuk melanjutkan pertandinagan. 
2) Kesengajaan, yang di lakukan oleh: 
a. Manager. Dalam hal memalsukan buku rekor tanding atau buku hitam 
agar petinju dapat bertanding meskipun petinjunya dalam interval 
beristrirahat. 
b. Petinju lawan, dalam hal menggunakan tekhnik pelanggaran atau 
memukul di daerah illegal yang dapat menyebabkan cidera pada lawan 
atau bahkan kematian. 
Dari unsur kesalahan yang kedua, kemampuan bertanggungjawab 
seseorang di kaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan antara 
perbuatan yang baik dan yang buruk, dimana kemampuan semacam ini berkaitan 
dengan factor akal dari seseorang. 
Apabila dalam melakukan perbuatanya tersebut pada pelakunya tidak di 






melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diperintahkan 
oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut 
dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakanya tersebut. 
Maka tidak ada pertanggung jawaban hukum pidana yang dapat dikenakan pada 
pelakunya. 
Jika dikaitkan dengan permasalahan didalam skripsi ini, ketidakmampuan 
dalam bertanggungjawab secara pidana tersebut pada manager, inspektur 
pertandingan, petinju lawan, dan wasit. Hal ini dikarenakan, disyaratkan dalam 
rules and regulations bahwa mereka adalah warga yang terpercaya dari suatu 
kota, yang berarti bahwa mereka haruslah sehat secara jasmani dan rohaninya. 
Khusus untuk petinju professional, untuk mendapatkan izin atau lisensi 
bertanding, dalam pasal 4 ayat (1) huruf B peraturan pemerintah nomer 18 tahun 
1984 tentang Olahraga profesional,74 diisyaratkan bahwa untuk dapat menjadi 
olahraga professional. Jadi berdasarkan uraian tersebut, mereka dapat dipastikan 
mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. 
Istilah kesalahan yang berasal dari kata ”schuld” secara yuridis dapat di 
bedakan kedalam dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan atau 
kelalaian, kesengajaan dapat di artikan sebagai suatu keadaan yang mengetahui 
dan mengingsyafkan tentang sejauh mana akibat yang ditimbulkan atas suatu 
tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini kesengajaan tersebut adalah kesengajaan 
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sebagai kemungkinan atau kesengajaan bersyarat atau yang telah di terangkan 
diatas. 
Contoh bentuk kelalaian yang mengakibatkan petinju meninggal akibat 
bertanding seperti hal yang dilakukan oleh manager dari sasana Mirah Selver 
dari Bali adalah petiju yang bernama Akbar Maulana dari sasana Mirah Silver 
dari Bali yang pada waktu itu bertanding melawan Budiarso dari sasana Akas BC 
Probolinggo, dalam kasus tersebut manager Akbar Maulana sudah mengetahui 
bahwa sebelum pertandingan dilaksanakan, kondisi fisik petinju tidak 
memungkinkan untuk menjalani pertandingan tersebut karena tidak terlatih 
secara intensif menjelang pertandinganya. Meskipun hal tersebut, manager dari 
Akbar Maulana tetap melaksanakan petinjunya untuk bertanding. Hasilnya 
dalam pertandinggan tersebut Akbar Maulana tidak bisa mengimbangi lawanya 
sehingga kemudian dia kalah technical knock out setelah dipukul bertubi - tubi 
oleh lawanya dan tidak lama kemudian akbar meninggal dunia. Melihat contoh 
di atas dapat disimpulkan bahwa manager tersebut telah memenuhi unsur 
kesalahan yang mengakibatkan meninggalnya petinju tersebut.75 
Dalam kasus petinju lawan yang memukul bagian tubuh lawan yang di 
larang untuk di pukul dalam pertandingan tinju dapat dikenakan pasal 351 ayat 
(3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang 
meskipun pelakunya adalah orang orang dari warga Negara asing, dengan 
                                                 






ketentuan dari pasal 2 KUHP yang mengatur kekentuan pidana dalam 
perundang- undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan 
sesuatu tindak pidana di Indonesia76. Dengan peraturan tersebut, petinju lawan 
yang terbukti mengniaya yang menyebabkan kematian dapat di hukum 
berdasarkan hukum pidana Indonesia. 
   Kealpaan atau kelalaian merupakan ketidak telitian dan tidak berhati-
hati  di dalam kealpaan sikap batin pelaku tidak menghendaki atau tidak 
menyetujuin adanya hal yang terlarang tersebut, namun oleh karena kesalahanya, 
terjadi kekeliruan yang mengakibatkan terjadinya hal yang dilarang tersebut. 
Dalam hal ini, kelalain tersebut dilakukan oleh inspektur pertandingan yang lalai 
dalam memeriksa buku rekor petinju yang akan bertanding dan dilakukan oleh 
wasit yang lalai dalam menghentikan pertandingannya. Apabila ada sesuatu pada 
salah satu petinju yang sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan lagi 
pertandingan hingga berujung kematian pada petinju tersebut. 
Contoh kontrak kejadian yang merupakan kelalain inspektur 
pertandingan adalah kejadian yang menimpa petinju rahwono, meskipun tidak 
sampai menggakibatkan kematian, sebelum pertandingan dilaksanakan inspektur 
pertandingan kurang jeli dalam memeriksa buku rekor rahwono. Padahal dalam 
pasal 43 rules and reghulations di jelaskan bahwa petinju petinju yang berulang 
kali terkena knock down akan di berhentikan sebagai petinju. Jika dalam ksus 
                                                 






petinju rahwono ini menyebabkan kematian maka, inspektur pertandingan akan 
dikenakan pasal 359 KUHP juncto pasal 361 KUHP tentang menyebabkan 
kematian orang lain karena kealpaan dalam melakukan pekerjaan. Jadi dalam hal 
ini unsur kesalahan terpenuhi. 
Selanjutnya sebagai mana yang dijelaskan oleh Moeljatno, untuk dapat 
menentukan adanya unsur kesalahan dalam diri seseorang haruslah dibuktikan 
bahwa atas tindakan seseorang tersebut “ tidak ada alasan pemaaf77 ” yang dapat 
menghapuskan kesalahan dalam tindakan tersebut, selain itu juga terdapat alasan 
pembenaran yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan 
yang juga perlu di buktikan. 
Dalam hukum pidana dikenal tiga alasan yang dapat menghapuskan 
kesalahan, yaitu78: 
1) Alasan pembenar. 
2) Alasan pemaaf 
3) Alasan penghapus tuntutan. 
Dari uraian tersebut diatas, tidak ada alasan pembenaran atapun alasan 
pemaaf yang bisa meghapuskan kesalahan dari manager, petinju lawan, inspektur 
pertandingan, dan wasit yang bertugas jika ada kasus kematian petinju yang 
meninggal dunia akibat bertanding, jadi perbuatan mereka telah memenuhi 
unsur-unsur untuk dipertanggung jawabkan secara pidana. 
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Alasan pemaaf mungkin bisa di berikan kepada petinju lawan yang 
memukul di bagian tubuh yang terlarang untuk dipukul, apabila terbukti untuk, 
apabila terbukti pukulan yang dilakukan tersebut karena kesalahan yang di 
lakukan oleh petinju yang menjadi korban tersebut. 
Mengenai hukuman kealpaan/kelalaian yang mengakibatkan orang lain 
mati dalam hokum pidana di Indonesia ada dua jenis 79; 
1. Hukum Pokok 
a. Hukuman penjara 
b. Hukuman kurungan 
                                                 







2. Hukuman Tambahan  
a. pencabutan hak-hak tertentu 
b. penyitaan terhadap benda-benda tertentu 
c. pengumuman kepalsuan 
 
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kealpaan 
penyelenggara menurut hukum pidana Islam. 
Kita mengenal dua jenis Olahraga kejam yaitu tinju dan gulat (yang 
dimaksud gulat di sini adalah gulat bebas yang tidak mengenal aturan adapun 
gulat yang beraturan yang tidak memukul dan menghancurkan didiamkan Nabi 
seperti yang terjadi antara Samurah bin Jundab dan Rafi’ bin Judaij sebelum 
perang uhud, Tinju membolehkan memukul wajah dan dada. Sedangkan 
membolehkan segala bentuk cara untuk mengalahkan lawan, yang terkadang 
menyebabkan kebutaan, gegar otak, patah tulang atau kematian tanpa ada 
tanggung jawab. 
Maka Olahraga seperti ini Haram secara syar’i karena firman Allah 
dalam surat An-nisa’ ayat 29.80 
ِﻞِﻃﺎَﺒﹾﻟﺎِﺑ ْﻢﹸﻜَﻨْﻴَﺑ ْﻢﹸﻜﹶﻟﺍَﻮْﻣﹶﺃ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄَﺗ ﻻ ﺍﻮُﻨَﻣﺁ َﻦﻳِﺬّﹶﻟﺍ ﺎَﻬُّﻳﹶﺃ ﺎَﺠِﺗ ﹶﻥﻮﹸﻜَﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻻِﺇ ﻻَﻭ ْﻢﹸﻜْﻨِﻣ ٍﺽﺍَﺮَﺗ ْﻦَﻋ ﹰﺓَﺭ
ْﻢﹸﻜَﺴﹸﻔْﻧﹶﺃ ﺍﻮﹸﻠُﺘﹾﻘَﺗ ﺎًﻤﻴِﺣَﺭ ْﻢﹸﻜِﺑ ﹶﻥﺎﹶﻛ َﻪّﹶﻠﻟﺍ ّﹶﻥِﺇ   
 
Artinya :  
                                                 







”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 
 
Dan dalam surat Al- Baqarah ayat 195:81 
ﻞﻴِﺒَﺳ ﻲِﻓ ﺍﻮﹸﻘِﻔْﻧﹶﺃَﻭ ِﺔﹶﻜﹸﻠْﻬَّﺘﻟﺍ ﻰﹶﻟِﺇ ْﻢﹸﻜﻳِﺪْﻳﹶﺄِﺑ ﺍﻮﹸﻘﹾﻠُﺗ ﻻَﻭ َﻭ ِﻪّﹶﻠﻟﺍﺍﻮُﻨِﺴْﺣﹶﺃ ﹶﻥِﺇ َﲔِﻨِﺴْﺤُﻤﹾﻟﺍ ُّﺐِﺤُﻳ َﻪّﹶﻠﻟﺍ   
 
Artinya :  
”Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 
 
Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan 
manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sebagian fuqahah membagi 
pembunuhan menjadi dua bagian : Pembunuhan sengaja dan pembunuhan 
kesalahan.82 
Pembunuhan sengaja menurut mereka adalah suatu perbuatan dengan 
maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, 
baik penganiayan itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak . Yang 
dimaksud dengan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang 
mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan. Dasar acuan 
pembagian ini adalah karena al-Qur’an hanya memperkenalkan kedua macam 
pembunuhan ini, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat ; 92 telah 
termaktup untuk pembunuhan kesalahan, sebagai berikut : 
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ﹾﻥﹶﺃ ٍﻦِﻣْﺆُﻤِﻟ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎَﻣَﻭ ﹾﻘَﻳُﺮﻳِﺮْﺤَﺘﹶﻓ ﹰﺄﹶﻄَﺧ ﺎًﻨِﻣْﺆُﻣ ﹶﻞَﺘﹶﻗ ْﻦَﻣَﻭ ﹰﺄﹶﻄَﺧ ﻻِﺇ ﺎًﻨِﻣْﺆُﻣ ﹶﻞُﺘ  ﹲﺔَﻤّﹶﻠَﺴُﻣ ﹲﺔَﻳِﺩَﻭ ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ ٍﺔَﺒﹶﻗَﺭ
ﺍﻮﹸﻗَّﺪَّﺼَﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻻِﺇ ِﻪِﻠْﻫﹶﺃ ﻰﹶﻟِﺇ ٍﺔَﺒﹶﻗَﺭ ُﺮﻳِﺮْﺤَﺘﹶﻓ ٌﻦِﻣْﺆُﻣ َﻮُﻫَﻭ ْﻢﹸﻜﹶﻟ ٍّﻭُﺪَﻋ ٍﻡْﻮﹶﻗ ْﻦِﻣ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹾﻥِﺈﹶﻓ  ْﻦِﻣ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹾﻥِﺇَﻭ ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ
ﹶﻗﹲﺔَﻳِﺪﹶﻓ ٌﻕﺎﹶﺜﻴِﻣ ْﻢُﻬَﻨْﻴَﺑَﻭ ْﻢﹸﻜَﻨْﻴَﺑ ٍﻡْﻮ ْﺪِﺠَﻳ ْﻢﹶﻟ ْﻦَﻤﹶﻓ ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ ٍﺔَﺒﹶﻗَﺭ ُﺮﻳِﺮْﺤَﺗَﻭ ِﻪِﻠْﻫﹶﺃ ﻰﹶﻟِﺇ ﹲﺔَﻤّﹶﻠَﺴُﻣ  ِﻦْﻳَﺮْﻬَﺷ ُﻡﺎَﻴِﺼﹶﻓ
ُﻪّﹶﻠﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛَﻭ ِﻪّﹶﻠﻟﺍ َﻦِﻣ ﹰﺔَﺑْﻮَﺗ ِﻦْﻴَﻌِﺑﺎَﺘَﺘُﻣ ﺎًﻤﻴِﻜَﺣ ﺎًﻤﻴِﻠَﻋ   
 
Artinya : 
“ Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh 
seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba 
sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia 
(si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka 
dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang 
beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si 
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari 
pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.83 
 
Para ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membagi pembunuhan 
menjadi tiga macam ;84 
1. Pembunuhan sengaja (qatl al-‘amd) yaitu; suatu perbuatan penganiayaan 
terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. 
2. Pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al-‘amd) yaitu perbuatan penganiayaan 
terhadap seseorang dengan maksud untuk membunuh tetapi mengakibatkan 
kematian. 
3. Pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khatta’) dalam jenis ini ada tiga 
kemungkinan yaitu ;  
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a. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa 
maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian 
seseorang; kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (error in 
Concrito)  
b. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh 
seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang 
tersebut tidak boleh dibunuh , keadaan ini disebut salah dalam maksud (error 
in objecto) 
c. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalainya 
dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi 
yang berada di bawahnya hingga mati.  
Pengertian culpa atau kelalaian dalam Islam disebut istilah Khatta’ 
definisi khatta’ menurut Abdul Qadir Al-Auda’ “ Sesorang yang melakukan 
sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap 
seseorang akan tetapi karena perbuatanya mengakibatkan mati”85 
Menurut Sayid Sabiq pengertian pembunuhan karena kelalaian adalah ; 
ﻞﺘﻘﻟﺍﻭ ﺀﺎﻄﳋﺍ ﻥﺍﻮﻫ ﻞﻌﻔﻳ ﻑﺎﻜﳌﺎﺑ ﺎﻣ ﺡﺎﺒﻳ ﻪﻟ ﻪﻠﻌﻓ ﻥﺄﻛ ﺍﺪﻴﺻﻰﻣﺮﻳ ﻭﺍ ﺪﺼﻔﻳ ﺎﺿﺮﻏ ﺐﻴﺼﻴﻓ 
ﺎﻧﺎﺴﻧﺍ ﻡﻮﺼﻌﻣ ﻡﺪﻟﺍ ﻪﻠﺘﻘﻴﻓ  
 
 
“Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seseorang mukalaf melakuakn 
perbuatan yang di perbolehkan untuk dikerjakan seperti menembak binatang 
                                                 






buruan/membidik suatu sasaran tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin 
keselamatanya dan membunuhnya.86  
 
Kealpaan/kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain 
merupakan perbuatan yang tidak disengaja. Tetapi akibat dari perbuatannya 
tersebut menyebabkan kematian orang lain. Dalam hukum pidana, adanya 
hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat kematian 
merupakan salah satu bentuk dari kejahatan pembunuhan.  
Tujuan Olahraga sebenarnya adalah perhatian terhadap jasad dengan 
melatih otot, menguatakan jantung dan membuat badan memiliki kemampuan 
tahan banting sedangkan tujuan Olahraga ini adalah melemahkan lawan dan 
mengalahkannya walaupun dengan menghancurkan sebagian jasad lawan. 
Secara syar’i penderitaan salah satu pemain dalam dua permainan. Ini 
tidaklah membebaskan pelaku dari tanggungjawab meskipun hal tersebut 
dimaafkan si penderita dan dibenarkan oleh aturan Olahraga. Karena orang yang 
berkata kepada temannya “Bunuhlah aku!” lalu permintaannya dikabulkan maka 
si pembunuh harus bertanggung jawab dan berhak mendapatkan hukuman 
Dalam hukum Islam dalam segi pertanggungjawaban pidana, hubungan 
hukuman dan pertanggungjawaban pidana, ditentukan oleh sifat keseorangan 
hukuman dan ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan pertanggung 
jawaban pidana. 
Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 164  
                                                 






ﻯَﺮْﺧﹸﺃ َﺭْﺯِﻭ ﹲﺓَﺭِﺯﺍَﻭ ُﺭِﺰَﺗ ﻻَﻭ   
 Artinya : 
 “setiap perbuatan dosa seseorang , dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan 
seseorang tidak akan memikul dosa orang lain.87  
 
Ayat diatas memberikan petunjuk bahwa seseorang tidak 
bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah yang telah dilakukannya sendiri, 
dan bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggungjawab atas jarimah orang 
lain walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan diantara 
keduanya.   
Pertanggungjawaban pidana dikarenakan ada jarimah ( perbuatan pidana) 
yang dilarang oleh syara’ sedangkan perbuatan jarimah banyak motifnya 
sehingga pertanggungjawabanya pun bermacam-macam, ada tiga tingkatan 
sesuai dengan tingkatan melawan hukum. 
1. Sengaja (al-amdu) 
2. Menyerupain sengaja (syibhul ‘amdi) 
3. Keliru (al khatta’)  
Kalau dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini yaitu 
pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kealpaan 
penyelenggara, unsur-unsur yang tiga diatas dapat diterapkan kepada para pihak 
yang terkait dalam proses awal sampai akhir dalam menyelenggarakan sebuah 
pertandingan tinju, untuk dimintai pertanggungjawabanya yaitu meliputi:   
                                                 







b. Dokter ring; 
c. Inspektur pertandingan; 
d. Petinju lawan; dan 
e. wasit yang memimpin pertandinggan. 
Para ulama fiqih menetapkan dua kaidah untuk menetukan apakah pelaku 
tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak? dua 
kaidah tersebut adalah sebagai berikut:. 88 
1. Setiap orang yang membawa ke madharatan kepada orang lain harus 
bertanggung jawab. Jika mungkin, ia harus menghindarkanya. Seseorang 
dapat mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mampu mencegahnya secara 
mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi. 
2. Segala perbuatan yang tidak di ijinkan secara syara’ dan perbuatan tersebut 
itu di lakukan juga tanpa ada dharurat yang nyata, maka pelakunya di anggap 
melakukan kesengajaan dan harus mempertanggung jawabkan akibat, baik ia 
mampu mencegahnya ataupun tidak. 
pada dasarnya pertanggungjawaban dalam syariat Islam hanya dikenakan 
terhadap perbuatan sengaja dan diharamkan oleh syara’ serta tidak dikenakan 
terhadap kekeliruan sebagai firman Allah surat al-Ahzab ayat 5 ; 
                                                 






َﻮُﻫ ْﻢِﻬِﺋﺎَﺑﻵ ْﻢُﻫﻮُﻋْﺩﺍ ﹸﻜُﻧﺍَﻮْﺧِﺈﹶﻓ ْﻢُﻫَﺀﺎَﺑﺁ ﺍﻮُﻤﹶﻠْﻌَﺗ ْﻢﹶﻟ ﹾﻥِﺈﹶﻓ ِﻪّﹶﻠﻟﺍ َﺪْﻨِﻋ ﹸﻂَﺴﹾﻗﹶﺃﻲِﻓ ْﻢ  ْﻢﹸﻜﻴِﻟﺍَﻮَﻣَﻭ ِﻦﻳِّﺪﻟﺍ




“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu 
terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 
disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”.89 
 
Dengan demikian jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak 
dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang maka 
pertanggungjawabanya dibebankan karena kelalainya atau kekurang hati - 
hatianya dalam mengendalikan perbuatan itu. adapun perbuatan itu perbuatan 
yang dilarang, maka dasar pembebanan pertanggungjawabanya itu karena 
melakukan perbuatan yang dilarang.90  
Yang mana telah dilakukan antara lain oleh inspektur pertandingan, 
manager, wasit, dokter ring, petinju lawan. telah memenuhi unsur – unsur 
kesalahan yang mengakibatkan matinya orang lain.dan dengan demikian bila 
dikaitkan dengan petinju yang meninggal akibat bertanding, penulis 
berkesimpulan  para pihak yang telah disebutkan diatas dapat dikenakan dengan 
jarimah pembunuhan tersalah. Denga melihat urain di atas tentang factor – 
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factor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh manager, 
inspektur prtandinggan, dokter ring, wasit, dan petinju lawan.91    
1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. 
Unsur ini prinsipnya disamakan dengan pembunuhan sengaja, dikarenakan 
perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku dan perbutanya tersebut dapat 
menimbulkan kematian, yang menjadi perbedaan untuk unsur pmbunuhan 
tersalah dan sengaja terletak hanya pada alat yang digunakan untuk 
melakuakn pembunuhan  
2) Terjadinya perbuatan tersebut karena kesalahan. 
Unsur yang kedua inilah yang membedakan pembunuhan karena 
kesalah dengan pembunuhan yang lainnya kesalahan. Boleh jadi kesalahan 
tersebut adalah kelalaian yang dapat mengakibatkan matinya seseorang. Di 
karenakan tidak ada sanksi teradap orang yang melakukan kesalahan akan 
tetapi apabila kelalaian tersebut dapat menimbulkan ke madharatan terhadap 
orang lain maka akan dijatuhkan sanksi atas perbuatan kesalahan tersebut. 
Ukuran kesalahan dalam syariat Islam adalah adanya kelalain atau 
kurangnya hati- hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa. 
3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian 
korban. 
                                                 






Kematian seorang petinju akibat bertanding adanya  unsur sebab 
akibat kesalahan dari pelaku yakni manager, dokter ring, inspektur 
pertandingan, petinju lawan setar wasit yang memimpin dalam suatu 
pertandingan tinju. Karena kesalahan tersebut menjadi sebab bagi kematian 
petunju tersebut. 
Manager, dokter ring, inspektur pertandingan, petinju lawan setar 
wasit yang memimpin dalam suatu pertandingan tinju  yang mengakibatkan 
matinya seorang petinju akibat bertanding semuanya  dikategorikan masuk 
pembunuhan karena kesalahan (al khatta’) dikarenakan apa yang disangkakan 
terhadap manager dan yang lainya, sudah memenuhi pengertian al-khatta’ , 
dimana perngertian al-khatta’  adalah terjadinya suatu perbuatan di luar 
kehendak pelaku, tanpa adanya dimaksud melawan hukum, perbutan tersebut 
terjadi dikarenakan kelalainya atau kurang hati - hatinya atau.  Yang 
disebut khatta’ fi al-syakhshi ( kekeliruan subjektif ) 92 dalam kaidah fiqih 
disebut: 
 أﻠﺧﻃﺄ  هﻮﻋﺪﻢ  أﻠﻘﺻﺪ  ﻓﻲ  أﻠﻘﺘﻞ  ﻮ أﻠﺿﺮﺐ  
 
Bahwa niat dan maksud menjadi salah satu variabel yang menentukan 
bentuk-bentuk pembunuhan. Manager, dokter ring, inspektur pertandingan, 
petinju lawan serta wasit telah melakukan sebuah kelalain yang berakibat 
matinya seseorang. Dimana tentang kelalain tersebut telah dipaparkan di atas. 
                                                 






Adapun unsur yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana 
tidak di temukan  terhadap manager serta yang lainya seperti unsur tidak tahu, 
dikarenakan ketetapan suatu pertandingan tinju ada aturan baku yang harus di 
tati tahap demi tahap ketika tahapan demi tahapan tersebut tidak dijalankan 
maka berbagai macam konsekuensi akan terjadi salah satu yang terburuk adalah 
matinya seorang petinju, dan tentu seorang manager dan yang lainya mengerti 
betul akan hal ini jadi dari semula segala konsekuensi bisa terjadi namun 
manager dan yang lainya tetap melaksanakan suatu pertandingan tinju, 
berangkat dari hal tersebut sudah jelas unsur kelalaian yang timbul dari 
pertandingan tersebut serta unsur tidak tahu tidak dapat diterima untuk 
menggubah pertanggungjawaban pidana. 
Begitu pula pengaruh lupa yang bisa menggubah pertanggung jawaban 
pidana tidak dapat di terima terhadap wasit yang memimpin pertandingan lupa 
disini diartikan  tidak siapnya sesuatu pada waktu yang diperlukan seperti dalam 
contoh kasus kematian petinju yaitu Jack Ryan melawan Syamsul, sebelum 
dinyatakan KO sebarnya pada awal ronde ke delapan pertandingan tersebut 
sudah harus dihentikan oleh wasit sebab pertandingan tersebut sudah tidak 







Tidak siapnya wasit tersebut untuk mengghentikan pertandingan tersebut 
pada wktunya telah di anggap lalai jadi unsur lupa tidak bisa di jadiakan alasan 
untuk gugurnya suatu pertanggungjawaban.bagi seorang wasit. 
Olahraga tinju yang memang di golongkan Olahraga yang extrem, 
memang terdapat unsur kerelaan menjadi sasaran pukul dari masing- masing 
petinju akan tetap kerelaan tersebut haruslah sesuai dengan azturan tinju. Hal  
hal yang diatur dalam pertandingan tinju mengenai daerah pukulan yang tidak 
diperbolehkan diantaranya: memukul bagian perut di bawah pusar karena dapat 
mengakibatkan akan terjadi hal-hal yang fatal, atau boleh jadi pukulan tersebut 
mengenai tempat yang vital dikarenakan posisi dari masing- masing petinju. 
Semisal petinju A  mau memukul petiju B di bagian mukanya  tapi bersamaan 
dengan itu kaki dari petinju B tergelincir ke depan seketika itu juga pukulan 
petinju A mengenai bagian otak belakang petinju B di mana bagian tersebut 
dilarang karena dapat berakibat fatal bagi petinju lawan dan dapat 
mengghantarkan kematian. 
Jadi unsur kerelaan dan kekeliruan tidak akan menghapus suatu 
pertanggung jawaban pidana.   
hukuman pokok dalam pembunuhan kesalahan adalah diyat dan kafarat. 
hukuman penggantinya adalah puasa dan ta’zir dan hukuman tambahanya 
adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat 93; 
                                                 






1. Membayar diat, diperingankan yang dibebankan atas keluarga pembunuh 
pelunasanya bisa di anggsur sampai 3 bulan. 
2. Membayar kaffrat, memerdekakan budak muslim tanpa yang tanpa cacat 
yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencaharian bilamana 
pelakukan pembunuhan tidak bisa merealisasikan hal ini, maka ia diwajibkan 







ANALISIS   PERSAMAAN DAN PERBEDAAN 
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA 
 
A.  Persamaan. 
Sebagaimana Telah dijelaskan pada bab III dari berbagai aspek yang 
berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban terhadap kematian petinju akibat 
bertanding secara umum dapat ditarik suatu rumusan bahwa pertanggung 
jawaban yang dimaksud dalam KUHP adalah pemidanaan seorang yang diduga 
melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menentukan apakah seorang 
terdakwah atau tersangka dapat bertanggungjawab atas suatu tindakan pidana 
atau tidak. 
Dengan kata lain seseorang akan dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindakan apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 
pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk suatu tidakan yang 
dilakukanya.94 
Membicarakan tentang perbuatan kejahatan itu tidak lepas pula dengan 
melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkan ditengah masyarakat, baik akibat 
terhadap individu maupun kelompok. Seperti biasanya dalam semua tindakan 
pidana yang mempunyain unsur kesengajaan ( omzet ) yang ditunjukan pada 
                                                 






sasarannya, akan tetapi beda dengan tindak pidana kealpaan ( culpa ) dimana 
proses terjadinya pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang tidak ada ungsur 
kesengajaan pada waktu ia berbuat. Namun akibat dari perbuatan tidak berhati- 
hati telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum, yang di 
rumuskan dalam pasal 359 KUHP maka barang tentu unsur yang didapatkan 
adalah tidak ada kesengajaan (schuld) atau kurang hati-hati adapun tindakan 
tidak sengaja menimbulkan hubungan kausal antara pelaku dan korban. 
Dengan mengadakan kemungkinan lebih dari satu orang yang menjadi 
musabab dari suatu akibat dari yang dilarang maka dalam menghadapi perkara, 
pengupasan hubungan kausal dan selanjutnya hingga pada pengenaan pidana 
dapat lebih memuaskan. Di karenakan masing-masing pihak bertanggungjawab 
atas perbuatan masing-masing dari mereka.  
Hubungan sebab akibat dianggap ada manakala pelaku menjadi penyebab 
dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu 
sebagai akibat langsung perbuatan pelaku mau pun akibat tidak langsung 
perbuatan  pihak lain. Sedangkan ukuran untuk mengetahui unsur ketidak 
sengajaan serta kurangnya hati-hati sehingga seorang pelaku tindak pidana 
dapat diancan dengan hukuman. 
1. Tidak mengadakan pendugaan sebagai mana yang diharuskan oleh hukum. 
Terdakwa sebelumnya berfikir akibat yang akan terjadi, akan tetapi dugaan 






2.  Tidak melakukan perhatian sebagaimana di diharuskan oleh hukum. 
Bahwa terdakwah yang telah melakukan perbuatan tersebut tidak disertain 
dengan sikap hati-hati serta kurang mengindahkan kemungkinan-kemumgkinan 
yang akan terjadi sehingga perbuatan tersebut tidak terkendali yang akibatnya 
dapat mengakibatkan orang lain mati. 
Pembunuhan dalam kealapaan menurut KUHP adalah suatu perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya unsur kesengajaan pada 
waktu ia melakukan, sikap pelaku kejahatan ini tidak dibarengi oleh 
kematangan untuk mempertimbangkan akibat dari perbuatanya. 
Adapun rumusan dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan, baik 
unsurnya sengaja maupun tidak sengaja sebagai mana maksud dalam pasal 359 
KUHP tersebut mempunyain unsur-unsur menghilangkan nyawa orang. 
Unsur subjektif yang berhibungan dengan kealpan dalam KUHP adalah 
perbuatan seseorang yang kurang hati-hati sehingga akibat dari yang tidak 
dikehendaki terjadi, maka seperti yang yang di atur dalam dalam pasal 359 
KUHP maka perbuatan tersebut dikenai hukuman. 
Unsur objektif dalam kealpaan dalam KUHP adalah akibat perbuatan 
seseorang yaitu matinya orang lain, dari perbuatan si pelaku yang kurang hati- 
hati dan mengindahkan perbuatanya sehinga mengenain sasaran yang salah, 
perbuatan tersebut krna kesalahan si pembuat yang disebabkan kurang hati- 






Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam konsep pertanggungjawaban 
pembunuhan al- khatta’ terdapat pada surat An-Nisa’ ayat 92.95 
ٍﻦِﻣْﺆُﻤِﻟ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎَﻣَﻭﹾﻥﹶﺃ  ُﺮﻳِﺮْﺤَﺘﹶﻓ ﹰﺄﹶﻄَﺧ ﺎًﻨِﻣْﺆُﻣ ﹶﻞَﺘﹶﻗ ْﻦَﻣَﻭ ﹰﺄﹶﻄَﺧ ﻻِﺇ ﺎًﻨِﻣْﺆُﻣ ﹶﻞُﺘﹾﻘَﻳ  ﹲﺔَﻤّﹶﻠَﺴُﻣ ﹲﺔَﻳِﺩَﻭ ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ ٍﺔَﺒﹶﻗَﺭ
ﺍﻮﹸﻗَّﺪَّﺼَﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻻِﺇ ِﻪِﻠْﻫﹶﺃ ﻰﹶﻟِﺇ ٍﺔَﺒﹶﻗَﺭ ُﺮﻳِﺮْﺤَﺘﹶﻓ ٌﻦِﻣْﺆُﻣ َﻮُﻫَﻭ ْﻢﹸﻜﹶﻟ ٍّﻭُﺪَﻋ ٍﻡْﻮﹶﻗ ْﻦِﻣ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹾﻥِﺈﹶﻓ ﹶﻛ ﹾﻥِﺇَﻭ ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ ﹶﻥﺎ
ﹲﺔَﻳِﺪﹶﻓ ٌﻕﺎﹶﺜﻴِﻣ ْﻢُﻬَﻨْﻴَﺑَﻭ ْﻢﹸﻜَﻨْﻴَﺑ ٍﻡْﻮﹶﻗ ْﻦِﻣ ْﺪِﺠَﻳ ْﻢﹶﻟ ْﻦَﻤﹶﻓ ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ ٍﺔَﺒﹶﻗَﺭ ُﺮﻳِﺮْﺤَﺗَﻭ ِﻪِﻠْﻫﹶﺃ ﻰﹶﻟِﺇ ﹲﺔَﻤّﹶﻠَﺴُﻣ  ُﻡﺎَﻴِﺼﹶﻓ
ُﻪّﹶﻠﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛَﻭ ِﻪّﹶﻠﻟﺍ َﻦِﻣ ﹰﺔَﺑْﻮَﺗ ِﻦْﻴَﻌِﺑﺎَﺘَﺘُﻣ ِﻦْﻳَﺮْﻬَﺷ ﺎًﻤﻴِﻜَﺣ ﺎًﻤﻴِﻠَﻋ  
 
Artinya ;  
”dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), 
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang 
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta membayar diat  yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si 
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) 
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan 
adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”  
 
Dapat diartikan dari uraian di atas ditarik suatu konsep tentang 
pembunuhan tersalah (qati al–khatta’) yang menujukan konsep keliru dalam 
pembunuhan didalam Hukum Pidana Islam, merupakan suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang tanpa adanya unsur kesengajaan, hanya kurang hati- 
hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang lain. Unsur 
tersebut  yaitu96 : 
1. Perbuatan itu membawa matinya orang lain. 
                                                 
95 Depag RI, Al-Qur’an dan Tarjamahnya, h. 121 






2. Perbuatan tersebut salah dalam sasaran 
3. Antara kekeliruan dan akibat perbuatanya itu ada hubungan sebab akibat. 
Unsur subjektif dalam hukum pidana Islam adalah perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut 
maupun tidak, perbuatan tersebut tidak harus di syaratkan harus tertentu seperti 
pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian. Adapun 
alat-alat atau cara yang dilakukan tidak tentu, artinya kadang-kadang tidak 
menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan, dan kadang-kadang 
menggunakan alat-alat. 
Unsur objektif dalam hukum pidana Islam yang di maksud adalah korban 
harus orang yang maksum dan orang yang dijamin keselamatanya oleh Negara 
Islam dan apabila korban kehilangan jaminan keselamatan maka sipelaku tidak 
dapat di kenakan hukuman. 
Makanya adanya unsur subjektif dan objektif dalam KUHP dan Hukum 
Pidana Islam keduanya memiliki unsur tidak sengaja atas perbuatan si pelaku 
yang mengenai objek maka si pelaku mendapatkan hukuman tidak seberat 
seperti yang di sengaja.  
Maka dari semaua uraian diatas baik dalam KUHP dan Hukum Pidana 
Islam memiliki ciri dan unsur yang sama dalam menetapakan 
pertanggungjawaban pidana dalam sebuah pertandingan tinju yang salah satu 






kepada alat yang dipergunakan pada waktu melakukan perbuatan pidana 
dikarenakan keduanya lebih menitik beratkan kepada akibat sesudah perbuatan 
tersebut selesai.   
 
B. Perbedaan. 
   Secara diskritif konsep pertanggungjawaban pidana  menurut KUHP dan 
Hukum Pidana Islam pengertian atau unsur yang terkandung di dalamnya  
memiliki konsep yang sama atau tidak ada perbedaaan yang signifikan. 
   Terjadinya kematian prtinju bukan merupakan tujuan dari  pelaku pada 
waktu melakukan perbuatan pidana hanya karena kurang berhati-hati serta 
kelalaian sehingga menagakibatkan matinya orang lain. 
   Para ahli hukum memberikan konsep pertanggungjawaban pidana dalam 
KUHP hanya memperhatikan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan. 
Oleh seseorang., namun mereka memandang pada terjadinya pembunuhan 
dengan ke alpaan dimana di dalam teori KUHP hanya di lakukan oleh seeorang 
secara langsung dan kolektif. 
   Sedangkan menurut hukum pidana Islam yang di lakukan oleh seseorang 
baik secara langsung maupun tidak lansung, aktif maupun pasif, yang 
menimbulkan matinya seseorang harus adannya pertanggungjawaban pidana. 
Dalam pembunuhan yang termasuk secara langsung dan aktif adalah terlibatnya 






   Sedangkan yang langsung dengan tidak langsung atau pasif adalah pada 
waktu terjadinya kejahatan langsung mengenai, contoh seperti seseorang yang 
membuang kulit pisang ketengah jalan kemudian ada manusia mati karena kulit 
pisang tadi, maka menurut Hukum Pidana Islam terhadap berbagai cara yang 
dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan akan tetapi telah 
menimbulkan akibat matinya seseorang maka perbuatan tersebut harus di 
pertanggungjawabkan secara pidana. Dikarenakan perbuatan tersebut termasuk 
tersalah dalam pembunuhan. 
   Jadi konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan Hukum 
Pidana Islam terdapat perbedaan yang akurat dalam hal penetapan 
pertanggungjawaban semisal kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain. 
Ini terlihat dalam KUHP kealpaan merupakan suatu tindak pidana yang harus di 
lakukan seacara badania oleh seseorang langsung dan aktif. 
   Sedangkan pertanggungjawaban penbunuhan al khatta’ menurut hukum 
pidana Islam tidak mengharuskan badan seseorang dalam melakukanya baik 
secara langsung dan pasif yang prinsipnya dengan perbuatan itu telah 
menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum maka akan ada 








Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan yaitu: 
1. Pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju karena kealpaan 
penyelengara pertandingan yang mengakibatkan kematian orang lain 
merupakan salah satu tindak pidana yaitu pasal 359 KUHP tentang kelalaian 
menyebabkan orang lain mati yang dikenakan terhadap manajer pertandingan 
dan pasal 363 KUHP terhadap dokter yang memalsukan surat. 
2. Pertangunggjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kelalaian 
penyelenggara dalam Hukum Pidana Islam yaitu adanya unsur perbuatan 
kesalahan yang mengakibatkan orang lain mati dalam hukum pidana Islam 
disebut dengan Pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khatha’).  
3. Persamaan pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat 
kelalaian penyelenggara dalam hukum pidana KUHP dan hukum pidana islam   
yaitu sama-sama melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, 
dan tidak ada alasan maaf. Sedangkan Perbedaan antar keduanya yaitu 
pertanggungjawaban dalam KUHP harus dilakukan secara aktif sedangkan 








1. Dengan banyaknya kasus kematian petinju akibat bertanding diharapakan 
kedepanya para penegak hukum yaitu polisi, kejaksaan bisa memproses pihak 
-pihak yang berkaitan denga tinju agar dikemudian hari tidak terdapat korban 
lagi serta induk organisasi tinju dalam hal ini KTI lebih selektif dalam 
memeriksa kelengkapan administrasi serta persiapan petinju saat akan 
bertanding. 
2. Pertanggungjawaban pidana atas terjadinya perbuatan pidana dalam 
pertandingan tinju yang mengakibatkan kematian pada salah satu petinju 
dibebankan secara pribadi pada masing-masing pelaku manajer, inspektur 
pertandingan, petinju lawan dan wasit yang memimpin pertandingan yang 
telah melakukan perbuatan pidana dan juga telah memenuhi syarat-syarta 
untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yaitu melakukan perbuatan 
pidana, mampu bertanggungjawab, mempunyai bentuk, dan tidak adanya 
alasan pemaaf.    
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